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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (3}, Pasal 36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 57
ayat (4), dan Pasal 61 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala
Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negaras Republik Tahun 19586
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [I
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan  Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang & Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 3679);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor @3 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8717);

6. P:ra?umn Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2013 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN

KEPALA DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ll <

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Huluy;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulua;

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan ctonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untul mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat bDerdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;




7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah
desa karena Kepala Desa berhenti dari jabatannya dan sisa masa jabatannya
lebih dari 1 (satu) tahun;

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yvang diangkat oleh
pejabat vang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi vang diwadahi dalam sekretanat desa dan
unsur pendukung tugas Kepala Dega dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi daleam bentuk pelaksana dan teknis dan unsur kewilgyahan;

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
discbut dengan nama lain adalah lembagas yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanyva merupakan wakil darn penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

14. Musvawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang disclenggarakan BPD untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu;

15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam
rangka memilh Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, jujur dan adil;

16. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan
kemampuan biaya pemilihan;

17, Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang
diselenggarakan oleh BPD melalui musyvawarah desa secara khusus vaitu mulai
dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

18, Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

19. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sclanjutnya disingkat
Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka
mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Dega;

20. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa;

21. E‘.ajq:q Knpaj_a_ Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa:

22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,

23. Pemilih adalsh penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24, Daftar Fr:.]mli.l'l Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih
yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah
dengan pemilih baru;

25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar
Pemnilih Sementara;

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang
teim} ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
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27. Hak pilih adalah hak vang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannyva;

28. Penjaringan edalah suati upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatlkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan;

29, Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakuken oleh Panitia
Pemilihan dari segi administratif untuk menentukan Calon Kepala Desa;

30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk
mevakinkan para pemilih dalam rangks mendapatkan dukungan.

31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnyas disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara;

32. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suars yang selanjutnya disingkat KPPS
adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS;

33. Evoting adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan
pemilihan suara secara elektronik;

34, Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas
ataupun elektronik;

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah vang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan
para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

37. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa SBerentak adalah pemungutan suara
dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam
waktu yang sama dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara
atau pemungutan suara secara elektronik voting,

38. Pemungutan suara secara elektronik atau elektronik voting yang selanjutnya
disingkat dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna
mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara,
menghitung perolehan suara, menayangkan perolchan suara, memelihara dan
menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

39. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan
mencoblos salah satu fote calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan
pemungutan suara secara elektronik menyelunah.

40.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

41.Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

42. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukuam.

43. Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.,

#4. Terdakws adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di
pengadilan.

43. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

46. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja vang dilzinkan dalam jangks waktu
tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam prclaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran pelaksansan Pemilihan
Kepala Desa di Daerah.




Pagal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pemilihan Kepala Desa;

Panitia Pemilihan Kepala Desa;

pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
penetapan, pengesahan dan pelantikan.

P

BABII
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Permmilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan adil dan demokratia.
Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak ; dan
b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa,

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam 1 (satu) gelombang pada tanggal, bulan dan
tahun yang sama menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting)

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangks waktu 6
(enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan
dan tahun vang sama.

(3) Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Pengelompokan waktu berakhimya Masa Jabatan Kepala Desa diwilayah
Kabupaten;

b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. Kesediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi pergyaratan
sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal @

(1) F:mﬂihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1
{satu) tahun:

(2} Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) dilakukan melalui musvawarah desa. = R




BAB III
PERBIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah dibantu bagian wyang menangani Pemerintahan Desa
mengkoordinasikan rencana pemilihan Kepala Desa
(2)Koordinasi perencanaan pemilihan Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi;
a. Penyiapan data Desa-Desa yang mengalami kekosongan Jabatan Kepala Desa.
b. Rencana anggaran biaya yang bersumber dari APBD.
c. Persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang.
. Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Pembentukan Panitia Kabupaten;
Melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan
fasilitasi pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan pemilihan Kepala Desa;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kabupaten;dan
. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

-
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Bagian Kedua
Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

(1) Bupati menetapkan Desa-Desa yang proses pemilihan Kepala Desanya akan
dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 12

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam ABPD Kabupaten berdasarkan
prinsip efektivitas cfisiensi anggaran serta mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

(Z)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi Desa-Desa vang
akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serental,

(2) Pengalokasian Anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan Kepala
Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) ditetapkan dengan
Keputuan Bupat. ]I F

Bagian Keempat
Penetapan jadwal

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (=atu) kali
bergelombang. i e

{Electiapml;ﬂn Jadmhr:.llg Pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peneta tahapan
hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan. o E

&




(3)Jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [2) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(4)Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
scbagai pedoman operasional pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

Perubahan Jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan
dengan izin Bupati,

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

(1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa dilakukan di tingkat Kabupaten,
ditingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

(2} Panitia di tingkat Kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Tim
Fasilitasi Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

(1) Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(2) Busunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur
Organisasi Perangkat Daerah terkait.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan tcknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap
Panitia Pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara:

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembusatan kotak suara scrta
perlengkapan pemilihan lainnya;

€. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
lainnya kepada panitia pemilihan -

5 IIIIL‘.II}"IEPIEEJ.'.I. peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara
dilaksanakan secara clektronik (evoting)

B memifasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat
kabupaten;

h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan

. melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati:dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan,

(4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, huruf d
dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

(5l Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia
FPemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4], dilaksanakan langsung
oleh Panitia Pemilihan tanpa menungsu Surat Tugas dari Panitia
Pemilihan kabupaten.




(6) Dalam rangks mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektromk fe-
vating), Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan guna
membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh Pegawai Negeri
Sipil dan/atau non PNS vang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi
dan/atau vang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai
berikut:

(€]

(=)

a.

b.

C,

h.

memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau Panitia
Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-Vofing;

melakukan instalasi peralatan e-Voting sesual dengan aplikasi program yang
akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik [e-voting) dan DPT
elektronik ke peralatan elektronik;

mengunggah /memasukkan foto Calon Kepala Desa sesual dengan nomor urut
masing-masing calon pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam
pemungutan suara;

menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum
pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi
gangguan peralatan e-voting untuk pemilihan Kepala Desa;

membanty  menyelesaikan  permasalahan yang mungkin timbul  yang
menyangkut hal-hal teknis peralatan e-pofing pada saat pelaksanaan
pemunguian dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;

. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan

dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan
dengan Pemilihan Kepala Desa;

melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam
pemilihan Kepala Desa; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui
sekretaris Daecrah.

Tim Teknis Lapangan scbagrimana dimaksud pada ayat (6] diisi oleh PNS
dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi infromasi
dan/atau yang menguasai [T mempunyai tugas sebagai berikut -

a.

b.

e,

E.

menylapkan peralatan e-voting pada setinp TPS untuk digunakan dalam
pemungutan suara;
memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan
SUAra;
melakukan pengosongan data pada peralatan ewoting untuk keperluan
pemungutan suara secara elekironik;

- mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada
koemputer sesuai ketentuan:

- melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara
clektronik:

mengamankan peralatan e-voting setelah digunakan untuk pemungutan suara
dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang
ditunjuk; dan
melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam

pemilihan Kepala Desa.

Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan schagaimana dimaksud pada ayat (&)
melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala
Desa berakhir.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten
sebagmn}ana dlmaiu_::sud dalam Pasal 16 ayat (2), dibentuk Sekretariat.
(2] Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah tanggung

jawab bagian yang menangani Pemerintahan Dessa vang berkedudukan di
Seckretariat Dacrah Kabupaten Indragiri Hulu.
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh bagian
yang menangani Pemerintahan Desa, yang bertugas : ‘ N
a.menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panita
Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangke mendulkung
kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

b.menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kabupaten;

c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan

d.menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 18

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala
Desa.

|2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

(3) Susunan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Unsur pejabat struktural
dan/atau stafl kecamatan.

(4) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan scbagai berikut :

a. mengawasi proses pelaksansan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;

b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa;

d. menghadin pelaksangan pemilihan Kepala Desa;

e. menyelesaikan dan/atan memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam
dan fatay setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

f. memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Panitia Pemilihan dan
BPD tidak mampu menyelesaikan peérmasalahan dalam proses pemilihan
kepala desa;

- melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala Desa kepada
Bupati.

{5) Pembentukan dan susunan Lkeanggotaan Tim Fasilitasi Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditctapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB YV
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
A. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.



Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilinhan

Pasal 20

(1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waltu
10 {sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan.

(4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi
laporan pelaksanaan akhir masa jabatan selama 1 (satu) periode masa
jabatanmnya.

(5} Laporan akihir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:
a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu

untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yvang dianggap perlu perbaikan.

(6) Persiapann sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a,
diselenggarakan oleh BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyvarakat guna membahas tentang
persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda:
a.pembentukan Panitia Pemilihan: dan
b.perumusan tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

(1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD
{2) BPFD bertugas :
a. membentuk Panitia Pemilihan;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan
pelantikan Kepala Desa;

. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan

dan pemilihan,

[3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan peranghkat
Desa, lembags kemasyarakatan dan tokoh masyvarakat Desa serta ditetapkan
dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

|4) Keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang
terdirt dari unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga), lembaga
kemasyarakaten dan tokoh masyvarakat Desa dengan susunan Panitia
Pemilihan sebagaimana berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. secrang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota;

d. seorang Bendahara merangkap anggota: dan
e. anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

o
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(5) Dalam hal BPD dan/atau Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa dapat diambil alih Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.

(2) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor
Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka keanggotaannya
digantikan oleh unsur yang sama.

(5] Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(6) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
kKarena:
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.

(7) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimakasud pada ayat [5)
huruf ¢, karena:
a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap;

b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima)} tahun;
c. Melanggar tugas dan kewajiban; atau
d. Mendaftarkan diri sebapai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 23

(1} Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
mempunyal tugas ;
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat,;
melakiikan pendaftaran dan penctapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan
suArA;
melaksanakan pemungutan suara;
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;
. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan,
m. menetaplmn jumlah surat suara dan kotak suars;
n. memiasilitasi pencetakan surat susra dan pembuatan kotak suars serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
(2) Rincian Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut
a. Ketua :
1. Sebagai Koordinator Panitia;
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia;
11
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3. Memimpin jalannya rapat; dan
4. Membagi tugas-tugas kepanitiaan.
b. Wakil Ketua :
1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
c. Sekretaris :
1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan;
2. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua
berhalangan; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
d. Bendahara :
1. Mengelola penerimaan dan pengecluaran keuangan;
2. Menyusun laporan keuangan, dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
e. Tugas anggota diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada BPD.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak
memihak dan obyektif;
c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanasan Pemilihan kepada
BPD dan Camat;
. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya; dan
Panitia Pemilihan dalam meclaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab dan wajib
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

oo

Pasal 24

(1) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dapat dibentuk KPPS dengan
Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, berjumlah gasal atau ganjil minimal 3 (tiga)
corang dan paling banyak 5 (lima) orang mempertimbangkan jumlah pemilih
dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Minimal 1 (satu) orang anggota;

(2) TPS dengan jumlah pemilih kurang dari atau sama dengan = 300 (tiga ratus)
pemilih dengan KPPS beranggotakan 3 (tiga) orang, sedangkan TPS dengan
jumiah pemilih lebih dari > 301 (tiga ratus satu) pemilih dengan KPPS
beranggotakan 5 (lima) orang.

(3) KPPS mempunyai tugas scbagai berikut:

a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTambahan dan DPT:
b. membantu persiapan dan pelaksanaan dalam pemungutan dan perhitungan

suara. di TPS; membantu dalam penyediaan peralatan, perlengkapan dan
lempat pemungutan suara.

Paragraf 3

Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan
Pasal 25

(1) Legalitas Administrasi Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat
dan Stempel Panitia Pemilihan.
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i2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format A Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 4

Pengajuan Biaya Pemilihan
Pasal 26

(1) Anggaran biaya pemilihan bersumber dan :
a. APBD Kabupaten; dan
b. APBDesa.

(2] Penyusunan rencana anggaran biayva pemilihan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi
anggaran, tidak mewah, serta berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

{3) Kepala Desa dan BPD mengadakan pembahasan bersama atas rencana
anggaran biaya pemilihan yang disepakati bersama dan ditetapkan dalam
APBDesa.

Pasal 27

(1) Biaya vang berasal dari APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf a, digunakan untuk :

a. Pengadaan surat suara bagi Pemilihan Kepala Desa secara manual;
b. Pengadaan kotak suara dan alat perlengkapan lainnya;

¢. Honorarium Panitia Pemilihan; dan

d. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

(2} Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk biaya
penunjang kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

(3] Rencana penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan avat (2) dibuat oleh panitia
pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan diajukan untuk
dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Panitia pemilihan wajib menggunakan anggaran biaya pemilihan Kepala
Desa sesuai dengan rencana penggunaan vang telah disahkan oleh
Kepala Desa,

(2) Panitia Pemilihan dilarang menggunakan anggaran biaya pemilihan
kepala desa selain yang bersumber dari APBD dan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(3) E?niatiﬂ é-‘emlhhan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana

imaksud pada ayat (2) wajib m embalikan an an
s i cng ggaran yang telah

Paragraf 5
Pemilih

Pasal 29

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai ilih;
et L - k. LS wmlhh.
{2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atay sudah/pernah mcnikah
ditetapkan sebagai pemilih;
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b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya
daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan penduduk dari dinas terkait dan/atau Kartu Keluarga.

(3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragral 6
Pendafltaran Pemilih

Pasal 30

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau
Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih
{2) Daftar pemilih scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan
divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa, ditambah
dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai penyusunan DPS.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2], dilakukan karena:
a, memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Desa lain; atau
e. belum terdaftar.
(4} Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia
Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS,

Pasal 31

(1} Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun DPS.

(2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran dan
validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(3) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang selanjutnya
dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

(4) Format DPS s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Format B Lampiran Peraturan Bupat ini.

Pasal 32

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 avat (2), diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) iinngka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga)
(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota
keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama
dan/atau identitas lainnya.
(4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut:
c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun:atan
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
Femﬂ-ll- i jl'
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(5) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat [4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 33

(1) Penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, secara alketif
melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun
Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:

a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan
Penduduk dari Instansi terkait; atau

b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh
belas) tahun tapi sudah menikah.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

(4) Daftar pemilih tambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkan wilayah pemilihan yvang memuat kolom :

a. Nomor urut;

b.Nama lengkap;

c. NIK;

d.Tempat dan tanggal lahir/umur;
e. Jenis kelamin;

f. Status perkawinan;

2. Alamat; dan

h.Keterangan.

(5) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panita
Pemilihan yvang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

(6) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.

Fasal 34

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada
tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

(2) Jangka wakmui pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhimya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 35

(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS vang sudah
diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkan
dalam Berita Acara dalam rapat plenc Panitia Pemilihan.

(2) Format Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.

[3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD, Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) tercantum dalam
Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 36
(1) DPT scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diumumkan oleh Panitia

Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui
masvarakat.
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{2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat
1 {satu) hari sejak ditetapkan.

(3} Jangka waktu pengumumean sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal diuvmumkannya DPT.

Pasal 37

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat diubah,

kecuali terjadi;

a. pemilih meninggal dunia;

b. pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
c. pemilih dicabut hak pilihnya.

(2) Apabila terdapat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
panitia pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan
"meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk
mengurangl jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT,

Pasal 38

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan untuk :
a. keperluan pemungutan suara di TPS; atau
b. bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan

pemilihan.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan
Paragral 1
Umum

Pasal 39

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan
penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pazal 40

(1) Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
(2] Persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari :
a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bermaterai cukup, yvang terdiri dari :

1. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

- Pernyataan tidak pernah menjabat scbagai Kepala Desa selama 3
(tiga} kali masa jabatan;
- Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Dess;
Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik
scbagai Kepala Desa; dan
- Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat
:ﬂf—i Pﬂn}rﬂt&in telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
ir masa jabatan atau laporan penvyelen ]
Desa diketahui oleh Camat. " o —aaas

Nooame W
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8. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawal
BUMN/BUMD/BUMDecsa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi
Kepala Desa di atas kertas bermaterai; .

O. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya Eepyeltnggq.raan
pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat
diatas kertas bermaterai; . .

10.surat pernyatman tidak akan melakukan polittk uvang diatas kertas
bermaterai;
1 1.naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

b. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; _

c. surat izin dari Pimpinan EUMN;’EUMDIEUMD:saf&waatajtFnaga harian
lepas bagi pegawai BUMN/BUMD /BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas;

d. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6, . -

e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir
oleh pejabat yang berwecnang;

f. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat
belajar yang dilegalisir olch pejabat yang berwenang;

g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

h.Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangloutan
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yvang telah mempunyai keluatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yvang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebaga
pelaku kejahatan berulang-ulang,

j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangloatan
tidak sedang dicabut hak pilihnyva;

k. Surat keterangan schat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak
terganggu jiwa/ingatannya dar dokter pemerintah;

l. Surat keterangan bebas narkoba dar dokter pemerintah;

m. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 ¢m X 6 cm secbanyak 3 (tiga)
lembar dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.

n. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yvang
memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan
sSurat Keputusan pengangkatan dan pejabat yang berwenang;

o. Bentuk format surat pernyvataan sébagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 1 Format F, angka 2 Format (G, angka 3 Format H,
angka 4 Format [, angka 5 Format J, angka 6 Format K, angka 7
Format L, angka 8 Format M, angka 9 Format N, angka 10 Format O
dan angka 11 Format P tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
1.

Paragraf 3
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan /Anggota BPD yang mencalonkan
diri sebagai Kepala Desa
FPasal 41

(1} Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa
mengajukan izin cuti kepada Camat.
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(2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis
oleh Camat dan berlaku sejak ditetapkannva yang bersangkutan sebagai
Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa
terpilih.

(3) E-u:lpama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai Calon Kepsla Desa.

Pasal 42

(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti
kepada Camat.

(2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berlaku sejak sejak ditctapkannya sebagai calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya penctapan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewsjiban Kepala Desa dengan surat tugas dan
Camat.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa juga mencalenkan diri sebagai Kepala Desa,
berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan maka salah satu
perangkat desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
Kepala Desa.

Pasal 43

(1) Perangkat Desa vang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan
calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.

(3] Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (2), selama
menjalani cuti dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yvang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

(1) Anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa diberhentikan apabila
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Paragrafl 4
PNS/Anggota TNI/POLRI/vang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 45

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus
mendapatian izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai
PNS.

(3} PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan
penghasilan lainnva yang sah.

(4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia vang mencalonkan
diri sebagai calon Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi Tentara Nasgional Indonesia /Polisi Republik Indonesia.
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Paragraf 5
Pegawai BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta dan Tenaga Harian Lepas yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 46

(1) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDes Swasta dan Tenaga Hanan Lepas yang
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin
tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesual ketentuan
yvang berlaku.

(2) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lcpas scbagaimana
dimakeud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dari pegawai BUMN/BUMD /BUMDesa/ swasta /tenaga hanan
lepas.

Paragrafl 6
Penjaringan

Pasal 47

(1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala
Desa dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara
menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum-forum
warga masyarakat dan/atau ditempelkan di Kantor/Balai Desa, serta
tempat-tempat vang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

{3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
jangka waktu 9 (sembilan) har.

Pasal 48

(1) Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
harus datang sendin dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan
ditandatangani oleh yvang bersangkutan di atas kertas bermateral cukup
ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan
vang ditentukan.

[2) Surat lamaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
dibuat rangkap 3 (tiga), vang terdiri dari:

a. 1 rangkap untuk Panitia Pemilihan;
b. 1 rangkap untuk Camat yang dikirimkan oleh Panitia Pemilihan.
¢. 1 rangkap untuk BPD.

(3) Panitia Pemilihan menerima surat lamaran dan persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa dengan memberikan tanda terima.

(4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa.

Pasal 49

(1) Panitia pemilihan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa vang telah
mendaftar berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1), pada tempat-tempat vang strategis dan mudah
diketahui masyarakat.

(2) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
terhitung sejak pembuatan Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format Q lampiran Peraturan
Bupati ini.
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(3) Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan.

Paragraf 7
Penyaringan

Pasal 50

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala
Desa, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka
walitu 20 (dua puluh) hari dengan rincian sebagai berikut.

a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas
lamaran dan persvaratan Bakal Calon Kepala Desa dalam waktu 3
(tiga) hari;

b. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada
Bakal Calon Kepala Desa diberi kescmpatan untuk melengkapi dalam
waktu 7 (tujuh) hari terhitung scjak berkas dikembalikan; dan

c. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau masukan tentang kebenaran
persvaratan bakal calon, maka panitia pemilihan melakukan klarifikasi
kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait dalam waktu 5 (ima) hari.

d. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.

e. Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada huruf d tercantum dalam Format R Lampiran
Peraturan Bupati ini.

f. Panitia menetapkan dan mengumumkan serta undian nomer urut
Calon Kepala Desa termasuk persiapannya dalam waktu 5 (lima) hari.

(2] Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi ﬁe'l:ﬁgmma.n.a dimaksud
pada ayat (1) huruf c disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan
dilengkapi dengan surat keterangan dari vang berwenang.

(3) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai
hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf d.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan
ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

(5] Masyarakat dapat memberikan masukan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), secara tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dengan
ketentuan:

a. warga desa setempat;

b. berdomisili di desa setempat;

¢. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang
disampaikan; dan

&, melampirkan foto copy KTP.

(6) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat diterima.

(7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam
_Engka waktu 3 (tiga) hari sejak proses penyaringan Bakal Calon Kepala

e58.,

Pasal 51
Berdasarkan hasil penyaringan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon
Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima} orang.
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Pasal 52

{1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos selelsi administl:alsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kurang dan 2 (dua) orang, Panitia
Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh)
hari.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala
Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka
Panitia Pemilihan membuat laporan tertulis kepada Panitia Pemilihan
Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Kecamatan dengan tembusan ketua
BFD.

(3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaumana dimu]gaud pada
ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

[4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak
gelombang berikutnya.

(5) Berdasarkan penundaan pelaksanaan  pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat
Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan usulan
tertulis dari Camat sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 53

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa vang lolos seleksi administrasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia
Pemilihan melaksanakan secleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan
atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama vang terdiri atas :

a. pengalaman bekerga di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan

C. 1sia.

(3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan
sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat
Desa/PNS/Anggota TNI/Poln oleh Pejabat yvang berwenang, dengan
kriteria penilaian sebagai berikut;

1. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai
50 (lima puluh]);

2. memiliki pengalaman scbagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (sam) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 {tiga puluh);

3. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/ Tenaga
Harian Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);

4. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan
skor nilai 0 (nol).

(4] Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria
penilaian sebagai beriloat
a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);

b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh limaj);

¢c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);

d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh limaj;
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(3]

(1)

(2

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3]

(1)

e. Pascasarjana (Strata 2/3 ) : 40 (empat puluh).

Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huraf ¢, dibuktikan

dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (lima puluh) tahun
dengan skor nilai 10 (sepuluh);

b.usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat)
tahun dengan skor nilai ¥ (tujuh);

c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 54

Dari hasil penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Panitia Pemilihan menetapkan
hasil penilaian dan urutan perolehan nilai semua Bakal Calon Kepala
Desa mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, serta diumumkan
dengan cara menempelkan daftar hasil penilaian pada papan
pengumuman di Kantor/Balai Desa setelah penilaian selesai
dilaksanalkan.

Berdasarkan hasil penilaian dan wuratan perolehan nilai terbanyak
masing- masing Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling banyak 5 (lima)] Bakal
Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada urutan kesatu
sampai urutan kelima.

Pasal 55

Dalam hal terjadi Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5
(lima) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia
Pemilihan mengadakan ujian tertulis.

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh
Bakal Calon Kepala Desa yvang memperoleh nilai terendah sama di antara
Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar
perolehan nilai tertinggi.

Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar
pecrolchan nilai tertinggl yang tidak mengikuti ujian tertulis ditambah
Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi pada ujian tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan kesatu sampai kelima
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

FPasal 56

Untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal
35, panitia pemilihan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
dlfﬂ&‘-ﬂltas: oleh tim fasilitas kecamatan.

Ujian tertulis Eebagmmana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari APBDes.
Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilalukan secara serentak dalam satu waktu dan disatu tempat yang
ditetapkan dan difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 57

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dengan
materi meliput :

a. Pancasila;

b. Undang-Undang Dasar 1945;

. Peraturan tentang Desa;

d. Bahasa Indonesia; dan
e. Pengetahuan Umum, Sosial dan Kemasyarakatan.
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{2) Materi soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 {seratus) soal dengan
wakiu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

(3) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (2) sesuai dengan
jumlah jawaban benar dan nilai tertinggi sebanvak 100 [(seratus).

(4} Hasil nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung
diumumkan oleh Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan wujian tertulis
selesai dan dilakukan penilaian sesuai perolehan nilai masing-masing
Bakal Calon Kepala Desa.

(53) Format Hasil penilaian ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (4)
tercantum dalam Format ¥ Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Penetapan Calon Kepala Desa

Pas=al 58

(1} Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui
undian secara terbuka oleh Panitia permilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para calon.

{3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana
tercantum dalam Format S lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Panitia pemilihen mengumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 {tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

(3] Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(8) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka
pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya satu calon Kepala
Desa.

{7) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan
diri atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan
kertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.

(8) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak dapat
diganti dan dinyatakan gugur,

Pasal 59

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang
Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimalksud dalam Pasal 58 ayat
(4), kepada BPD, Tim Fasilitas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
Paragral ©
Kampanye

Pasal &0

(1) Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
sebelum pelaksanaan masa tenang, yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

12) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 61
(1] Dalam melakuangkan kampanye, Calon Kepala Desa membuat visi, misi
dun_Emgram kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika
terpilih sebagai Kepala Desa.
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(2} Visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan Calon Kepala Desa dalam bentuk naskah tertulis kepada
Panitia Pemilihan dan akan menjadi dokumen milik Desa.

Pa=zal 62

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat merupakan harapan
vang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala Desa dalam jangka waktu masa
jabatan Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.

(2] Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berisi program dan kegiatan
yvang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 63
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilaksanakan
melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan,
(2] Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan
jadwal kampanye.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;
. Efnghmﬁ seseOorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang

T

.menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

. mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kel:er;:in kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon
yang 3

. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
-menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan:
membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dad
gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan;dan

3 En?njanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
ainnya.

(2) Dalam kegistan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1), dilarang mengikutsertakan :

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Pimpinan atau anggota BPD;

d. Panitia Pemilihan: dan

e. Penduduk Desa lain.

(3) pelaksana kampanye yang melanggar larangan kam e sebagaimana

dimalksud pada ayat (1) dikenai sanksi: o

a. Peringatan tertulis apebila pelaksana kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan;
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b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 10
Masa Tenang

Pasal 65

{1) Masa tenang ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara. 1
(2] Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon
Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semue glat peraga

kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan
Panitia Pemilihan. _

(3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi. _

(4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 66

(1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan
Keputusan Bupati.

{2} Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum hari pemungutan suara.

{3) Pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan cara pengumuman langsung meclalui forum pertemuan warga,
media yang biasa dimanfaatkan olech warga dan menempelkan
pengumuman pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui
masgyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

{4) Format Berita Acara Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Format T Lampiran Peraturan Bupati ind.

Paragraf 2
Surat Pemberitahuan

Pasal 67

(1) Surat Pemberitahuan sebagal undangan untuk menggunakan hak pilih
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel
Panitia Pemilihan.

(2} Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
nama,  alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu
pemungutan suara dilaksanakan,

(3) Panitia Pemilihban menyampaikan surat pemberitahuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yvang berhak memilih
sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan
suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada
penduduk Desa vang berhak memilih sesuai dengan DPT:

b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan
sampal dengan 1 (satu) harn sebelum pemungutan suara: dan
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¢c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum
disampaikan, jumilah surat pemberitahuan yang telah disampaikan
dan jumlah sisa surat pemberitahuan.

d. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum
dalam Format U Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang
belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta
kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara.

{5) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Format V Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Saksi

Pasal 68

(1) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan seorang saksi pada saat
pemungutan suara dan penghitungan surat suara.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), saksi harus
membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannva kepada
Panitia Pemilihan.

{3} Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan 3 (tiga) hari sebelum
hari pemungutan suara.

(4] Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus
terdaftar dalam DPT.

[0) Pada saat pecmungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para
saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia
Pemilihan.

Pasal 69

(1) Saksi Calon Kepala Desa harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri
.'-:l:paflal Panitia Pemilihan dengan menunjukan surat mandat sesuai data
yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tgapuluh) menit
sebelum rapat pemungutan suara dibuka.

(2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan
lentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara,

{3) Tugas saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain :

b. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
¢. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
d. menandatangani berita acara pemungutan suara: dan

e. menandatangani berita acara penghitungan suara.

(4) Hak saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2)
antara lain :
a.memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran

pelaksan?an pemungutan suara dan penghitungan suara: dan
b.menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat
suara pada saat penghitungan suara.

(3) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain :

a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan Suara
dan penghitungan suara;
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b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanan pemungutan
suara dan penghitungan suara; dan
¢. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70O

Saksi Calon Kepala Desa vang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan
penghitungan suara tidek mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala
Desa.

Paragral 4
Alat Kelenglkapan

Pasal 71

(1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan
menyiapkan alat kelengkapan pemilihan seccara manual dan pemilihan
secara elektronik ( E-Voting )

(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara manual
antara lain ;

a. kotak suara atau lebih yang besarmnya disesuaikan dengan
kebutuhan berikut kuncinva;
b. bilik suara vang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama
semua Calon Kepala Desa;

. DPT masing-masing wilayah pemilihan;

. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan:

. stempel Panitia Pemilihan;

tinta digunakan untuk pemberi tanda bag pemilih Vang sudah
menggunakan hak pilihnya;
E- papan penghitungan suara;
h.blangko Berita Acara Pemungutan Suara:
1. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara:
J. lembar perhitungan suara;
k.tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
1. tempat duduk para saksi;
m. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
n.sound system;
o.spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
p-bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
g.tenda sesuai dengan kebutuhan;
r. jam dinding/penunjuk walktu;
s.alat dokumentasi;
t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan:
u.genset /dicsel;
v.foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS:
w. denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan
dipintu masuk; dan
x. lain-lain sesuaikebutuhan.
(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara E-Voting
antara lain :
a. Kotak suara Audit yang besarnya disesuaikan d
berilkut kuncinva; = o SRS AR
b.bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nemor urut, dan nama
semua Calon Kepala Desa;
€. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
d. peralatan pemungutan suara secara elektronilk:
?, stempel Panitia Pemilihan:
. tinta digunakan wuntuk pemberi tanda bagi pemili
menggunakan hak pilihnva; = NTEGE. T

e = O
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g. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
h.blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suars;
i, tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
j. tempat duduk para salksi;
lc. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
l. sound system,;
m. spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
n.bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
p.jam dinding/penunjuk waktu;
q. alat dokumentasi;
r. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
a. genset [diesel;
t. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS;
u.denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan
dipintu masuk; dan
v. lain-lain sesuaikebutuhan.

Paragraf 5

Surat Suara
Pasal 72

(1) Surat suara adalah surat suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan
sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama
dan nomor urut para Calon Kepala Desa.

(3) Foto Calon Kepala Desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Kepala Desa dengan
ukuran 4 cm x 6 cm.

(4) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Format W Lampiran
Peraturan Bupati ini,

Pasal 73

(1} Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih
yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2.5% (dua koma
lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

(2) Pencetakan surat suara secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan dan pengundian
nomer urut calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.

(3] Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai
dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan

SUATA.
Paragraf &
Kotalk suara

Pasal 74

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huraf a,

ditentukan sebagai berikut :

a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;

b.lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasuklan
sUrat suara;

¢. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam
vang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan

d.selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan
terkunci dan disegel.
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(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai
dengan pengelompokan bilik suara menurut Wilayah Pemilihan dengan
diberi tanda Wilavah Pemilihan.

(3} Jumlah kotak suara scbagaimana dimaksud pada avat (2) disesuaikan
dengan jumlah pemilih pada setiap Wilayah Pemilihan.

Paragral 7
Bilik Suara

Pasal 75

(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b harus
menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.

(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan menurut
Wilayah Pemilihan yvang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih
pada setiap Wilayah Pemilihan.

(3} Dalam bilik suara disediakan perlengkapan vang terdiri dari:

a. Pemungutan suara secara manual

- Meja;

- Alas coblos (bantal);dan

- Alat coblos (paku yang diikat dengan tali).
b. E-Voting

- Meja dan peralatan secara elektronik

Paragraf 8
TPS

Pasal 76

(1) Pemilihan EKepala Desa dilaksanakan di TPS.

(2] Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

{3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang
mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat atau disabilitas serma
menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil,

(4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(5] Panitia Pemilihan menctapkan 1 (satu) atau lebih lokasi TPS dan
dibagl menjadi beberapa kelompok wilayah pemilihan.

(6) Kelompok wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) kelompok wilayah
pemilihan.

(7) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan
memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan
suara berlangsung.

Paragraf 9

Pemungutan Suara

Pasal 77

(1) Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan
adil.

(2] Setiap pemilin berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat
memberikan suaranya harus hadir dan tidak dapat diwaldillean, dan
wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk ditukar dengan surat
suara.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam wilayah Desa padsa hari,
tanggal dan tempat vang telah ditentukan.
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Pasal 78

(1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, scmua _Ca.l:lm Kepala
Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yvang telah disediakan oleh
Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami/keluarga lainnya
sampai dengan selesainya pemungutan suara.

|2] Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan
suara scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari
Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS dmgan tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa izin tertulis Panitia
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (2), maka pemungutan
suara tetap dilaksanakan dan perolehan suara Calon Kepala Desa
tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 79

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 14.00 WIB.

(2) Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para saksi Calon Kepala
Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tga puluh) menit scbelum
pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Selambat-lambatnya pukul 07.30 WIB Ketua Panitia Pemilihan membuka
Rapat Pemungutan Suara dan menvampaikan penjelasan kepada pemilih
yvang sudah hadir di TPS perihal :

a. nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;

b. surat suara dan tata cara pencoblosan;

c. alur pencoblosan;

d. keabsahan surat suara;

(4] SBebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemililhan melakukan
kegatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(5} Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri
oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.

{6) Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(7) Penelitian alat kelengkapan khusus bagi desa vang pemungutan suara dilakulkan
secara elektronik{E-Voting} meliputi :

4. Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan
suara sccara elektronik, Paniti Pemilihan/Ketua KPPS bersama para calon
atau saksi dan tenaga teknis memeriksa peralatan e-voting;

b. Tenaga teknis membuka aplikasi e-voting disetiap bilik untuk mengosongkan
data disaksikan Panitia Pemilihan /Ketua KPPS dan para calon atau saksi yang
iﬂl;::_jutrjra diperlihatkan hasil print out guna diumumkan kepads para yang

ddir,

¢. Hasil print out pengosongan data scbagaimana dimaksud pada huruf b
ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan para calon atau saksi
Kepala Desa.




Pasal 80

(1) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto
Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara
yang diberikan oleh petugas TPS. _ .

(2) Surat suara yang diberikan oleh petugas TPS sebagaimana -d.u;:ml:.auq
pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi
stempel/cap Panitia Pemilihan.

Pasal 81

(1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan harus
menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara,

(2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan
segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para Calon
Kepala Desa dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan
Suara.

(3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon
Kepala Desa dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan
pemungutan suara.

(4) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara,
Panitia Pemilihan menyediakan tempat di TPS berdasarkan Wilayah
Pemilihan sesuai DPT.

{2) Panitia Pemilihan menempatkan petugas TPS untuk melayani pemilih
yvang telah hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan
mengelompokkan pemilih sesual alamat domisili berdasarkan Wilayah
Perniliban masing-masing.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS dilaksanakan dengan cara
manual dan elektronik (e-voting).

[4) Mekanisme pemungutan suara secbagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dengan cara manual :

a. Sctelah menerima kartu suara, Pemilih menelitd kartu suara tersebut, dan
apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu
suara yvang baru selelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau
rusak kepada Panitia Pemilihan /KPPS.

b. Scorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu)
orang calon yang berhak dipilih.

c. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat
diwakilkan dengan alasan apapun,.

d. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dan
pemilih yang sakit, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu
oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

¢. Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pililhan pemilih vang
bersangkutan.

f. Pemilih yang hadir diberikan selembar kartu suara oleh panitia pemilihan,
melahui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

g. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atan meneliti kartu suara
dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih
berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara
yang cacat atau rusalk,

h. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara
vang memuat nomor, nama dan foto calon vang berhak dipilih,
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i. Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
menggunakan alat vang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

j. Pemilih vang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih vang berhak
menggunakan hak pilihnya.

k. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru
setelah menyerahkan kartu suara vang keliru kepada panitia pemilihan.
Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

l. Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam
kotak suara vang telah disediakan dalam Readaan lipatan semula.

m. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan
menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

n. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia
Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi
menandatangani Berita Acara Pemungutan Suars, sebagaimana tercantum
dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

0. Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara
Pemungutan Suara dilakukan oleh perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi,
sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

p. Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dilkumpulkan ke
Tempat Pemungutan Suara Induk.

q. Setelah pemungutan suara selesal dilanjutkan dengan rapat penghitungan
SUAra.

(5) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara
secara clekironik e-voting, sebagai berikut:

a. pemilih datang ke lokasi TPS;

b. pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan
menunjukkan dan menyerahkan surat undangan:

c. petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokan dengan
DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah
belum menggpunakan hak memilih;

d. apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk eclektronik, maka
Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik
pemilih dengan bantuan alat wverifikator Kartu Tands Penduduk untuk
memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik vang dibawa adalah
sah dan miliknya;

€. petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih
dalam DPT wang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir
mengpunakan hak memilik;

f. pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk
ditukar dengan smart card ke meja/petugas pemungutan suara;

g. pc::hh menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus
antri;

h. petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk

~ digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;

L. pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa  smart card:

J. pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas
bilik suara;

k. setelah smart card dimasukkan ke eard reader akan tampil kartu suara
elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam
bilik suara;

l. setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih meényen
kali pada salah satu tanda gambar calon vang mcnjad?epi}ihann}ra;ﬁ i At

m. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncullembar
konfirmasi berupa tulisan “YA" dan tanda ¥ warna hijau dalam kotak dan
tulisan *“TIDAK" dan tanda *X” warna merah dalam kotak, untuk memastikan
pilihan sudah benar atau pilihan belum benar:
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n. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA" dan
tanda ¥ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat
pada tulisan “TIDAK" dan tanda “y* warna merah dalam kotak;

0. jika Pemilih menyentuh tulisan “yA" dan tanda ¥ warna hijau dalam kotak,
maka akan keluar lembar struk sebagai bulkti pemilih telah menggunakan hak
memilih;

p. jika pemilih menyentuh tulisan “TIDAK® dan tanda “X" warna merah dalam
kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi
kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;

q. pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan
membawa lembar struk dan menyerahkan smart ecard kepada petugas
pemungutan suara untuk digenerik ulang;

r. pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang
telah disediakan Panitia Pemilihan;

s, pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;

t. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang
disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;

1. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data
dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik;

v. Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada huruf u,
maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali;

{(6) Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih
maka waktu pemungutan suara diperpanjang.

{7) Dalam hal peralatan e-votling mengalami kerusakan pada saat pemungutan
suara diselenggarakan maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan
peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara dan jumlah yang telah
menggunakan hak pilihya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada
memori hardisk peralatan e-voting atau membaca struk pada kotak suara/audit
ditambah jumilah suara pada rekapitulasi penghitungan suara pada peralatan e-
voting pengganti.

(8) Dalam hal peralatan c-voting tidak dapat diganti maka pemungutan suara
dilanjutkanpaling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

(9) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang
telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersanglutan,

Paragraf 10
Pemilih Disabilitas

Pasal B3

(1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta
bantuan kepada Panitia Pemilihan dalam memberikan suaranya.

(2) Untuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas
TPS dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan
pemilih dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(3) Petugas yang ditunjuk dan para saksi yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih
vang bersangkutan.

Pasal 84

(1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan
mengumumban :
a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 14.00 WIB;
dan
b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya
di TPS.
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(2]

(3]

(1)

2)

(3)

(1)

(<]

(3]

(4)

Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada pukul 14.00, dengan

ketentuan pemilih yang sudah hadir di dalam TP3 untuk memberikan

suaranya yvang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap

diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir

membenkan suaranya.

Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

menghitung dan mengumumkan :

a. jumlah pemilih sesuai DPT;

b. jumilah pemilih yang hadir dan mencoblos surat suara sesuai jumlah
surat pemberitahuan yvang diterima kembali oleh petugas TPS;

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
cacat/rusak atau salah coblos;

d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai,

Pasal 85

Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para Calon
Kepala Desa dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan
Suara,

Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala
Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnya
pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap
dinvatakan sah.

Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas
untuk Panitia Pemilihan dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan

Kabupaten.

Paragraf 11
Penghitungan Suara Secara Manual

Pasal 86

Eete'.llah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan

persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan

suara Calon Kepala Desa.

Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada avat (1},

antara lain ;

a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitun & agar
dapat mudah dilihat para saksi danI:nrargEa mga}raﬁl:knt:m e

b.menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan: dan

¢. menyiapkan berita acara penghitungan suara.

EFttlah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai

dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan

suara dengan terlebih dulu melaksanakan :

a.mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan
menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup
terkunci dan disegel dengan disaksikan oleh para Calon Kepala D&aa,'
para Saksi, dan warga masyarakat vang hadir di TPS;

b.mcmhx}ka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja
mengi'u:lung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kuta.'i-;
suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilik
ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan auE:rafian

¢. memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan wa,_r,ga
masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil sursat
suaranya telah dalam keadaan kosong;

Penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan per TPS.
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Pasal 87

(1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan
menjelaskan tentang keabsahan atau sah/ tidaknya surat suara kepada
para Saksi.

(2] Surat suara dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;dan

b.tanda coblos hanya terdapat pada | (satu) kotak segi empat yang memuat
satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan: atau

d.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak seg
cmpat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak sCgl empat vang memuat
nomor, foto, dan nama calon..

Pas=al 88

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dilakukan
dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
saksi calon, BPD dan warga masyarakat.

(2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

{3} Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan
penghitungan suara,

(4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani
cleh ketua ketua dan sckurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta
dapat ditandatangani oleh saksi calon,

(o) Berita acara yang tidak ditendatangani saksi tidak mempengaruhi hasil
penghitungan suara.

(6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak
1 (satu] eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara di tempat umum,

(7) Berita acara beserta kelengkapannya scbagaimana dimalesud pada ayat (6],
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimeasukkan ke dalam
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan
alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada
BFD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 89

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan

dengan cara :

a. membulka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan
kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara:

b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau
terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara,
Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat saksi lainnya dan
memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil
musyawarah atau voling antara Ketua Panitia dan para saksi:

C. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat
kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon
Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secars
terpisah, yang selanjutnya dimasulkan ke kantong plastik; dan
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d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan
penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Format W
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

(1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan hanya dilakukan satu
kali/tidak ada penghitungan ulang.

|2) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara vang memudahkan para
Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desa
yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara,

(3) Setelah penghitungan suara semuas Wilayah Pemilihan selesai, Panitia
FPemilihan menghitung dan membuat rckapitulasi perolehan suara
masing- masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.

(4) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara scbagaimana
dimaksud pada ayat (3 dituangkan dalam Format scbagaimana
tercantum dalam Format BB Lampiran Peraturan Bupati ind.

(5) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papan
penghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan
adalah jumilah perhitungan suara sah pada papan penghitungan,

(6) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat mengeanggu
proses penghitungan suara maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara
waktu oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan para saksi.

(7) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan,
pelaksanaan penghitungan suars dilanjutkan kembali.

(8) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan,
Panitia Pemilihan menverahkan penyelesaiannya kepada BPD yang
dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 91

(1) Setelah selesai penghitungan suars sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88 Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Hasil Penghitungan
Suara Per TPS Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
Akhir.

[2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
ketua, para Calon Kepala Desa dan para Saksi.

(3) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala
Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya
penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan  suara tetap
dinyatakan sah.

(4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimalksud pada
ayat (2], dibuat dalam rangkap 3, untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1
[satu) rangkap, BPD scbanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya
digunakan untuk usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati.

(5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan percolehan suara masirng-
masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.

{2) Calon Kepala Desa vang memperoleh dukungan suara terbanyak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Dessa terpilih dengan Keputusan Panitia
Pemilihan.
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{3} Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4)
dan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4)
dimasukkan dalam sampul khusus vang disediakan oleh Panitia
Pemilihan,

[4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara
Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara,
kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara paling lambat 1
(satu) hari.

(5] Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan kepada BPD berupa
kotak suara yang berisi surat suara, alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan yang pada bagian luar ditempel label/
segel.

Pasal 93

(1) Calon Kepala Desa yang mcmperoleh suara terbanyak dari seluruh
Jumlah suara sah hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai calon
Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon kepala desa memperoleh suara terbanyal
yang sama lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala desa terpilih
ditetapkan berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebih
banyak yang diraih oleh masing-masing calon kepala desa.

[3) Dalam hal penentuan calon terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon Kepala desa terpilih
ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayah
pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.

(¢} Calon Kepala Desa yang memperoleh keunggulan wilayah pemilihan yang
lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] atau memperoleh
suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah
paling banyak sebagaimana dimaksud pada avat (3), ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 12
Penghitungan Suara secara e-Voting

Pasal 94

Mekanisme penghitungan suaradengan menggunakan alat pemungutan suara

sccara elektronik e-voting, sebagai berikut -

a. Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan tim teknis
lapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing
calon;

b. Untuk melihat perolehan suars masing-masging calon sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada
alat e-voting di setiap hilik;

c. Untuk melihat perclehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
oleh tim teknis lapangan dan disaksikan oleh panitia pemilihan, para calon/saksi,
BPD, Tim/Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hulu:

d. Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e , tim teknis
lapangan mencetak/print out hasil perolehan suara dar masing-masing bilik
suara;

¢. Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d,
ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan bersama para calon /salsi.

I. Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani sebagaimana
dimaksud pada huruf e, panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah
perolehan suarg masing-masing calon;

g. Setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
huruf {, panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing

calon;
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h. Betelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing calon sebagaimana
dimaksud padahuruf g, panitia pemilihan menyusun Berita Acara yang dihasilkan
dari peralatan pemungutan suara secara clektronik dan dilanjutkan dengan
menandatangani Berita Acara;

i. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan dan Calon /saksi:

i- Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j
ada calon/saksi tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara, maks Berita
Acara dinyatakan sah;

k. Dalam hal terdapat keberatan dari calon terhadap hasil penghitungan suara
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka panitia pemilihan dapat
menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak
audit dan menghitung struk/hasil cetak alate-voting,;

l. Keberatan calon sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan paling lambat
3 (tiga) hari setelah penghitungan suara:

m. Penghitungan suara secara manusl sebagaimana dimaksud pada huruf k,
disaksikan oleh para calon/saksi, BPD, tim pengawas kecamatan dan Panitig
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;

n. Dalam hal hasil penghitungan secara manual scbagaimana dimaksud pada huruf
k terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-Voting, maka hasil penghitungan
suara yang sah adalah penghitungan berdasarkane-Voting:

o. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,
disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 13
Penyelesaian Laporan Pelanggaran dan/atau Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa

Pasgal 95

(1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan
penyclenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.

[2) Lapcran pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat disampaikan cleh :

a. Pemilih;
b. Saksi;
¢. Calon Kepala Desa.

(3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
|2) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit :
a. Nama dan alamat pelapor;

b. Pihak terlapor;
c. Waktu dan tempat kejadian perkara;dan
d. Uraian kejadian.

(4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lama 2 (dua)} hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan
Kepala Desa.

(5] BPD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling
lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

(1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 vang merupakan :
a. Pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada Panitia
Pemilihan:
b. Perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BPD;dan
¢. Tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negars Republik Indonesia,
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(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tidak dapat diselesaikan, BPD meclaporkan kepada Camat,

(3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Camat melaporkan kepada Bupati.

(4) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har sejak
tanggal diterimanya permohonan penyelesaian pelanggaran dan {atau
perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pa=zal 97

Selama proses penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, proses pemilihan Kepala
Desa tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Paszal 98

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepsala Desa terpilih dengan
Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 2 (tiga] hari) setelah
berakhirnya pemilihan Kepala Desa.

(2] Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan
laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa
terpilih kepada BPD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan
Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih menjadi
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih;

b. Berita Acara Pemungutan Suara;

c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan

d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD
meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk segera
melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan,

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {4) Panitia
Pemilihan juga belum menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, Camat
mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan
dan BPD. Maka Camat menvampaikan nama calon Kepala Desa terpilih
untuk disahkan.

Pasal 99

(1) Bupati  mencrbitkan  Keputusan mengenai pengesahan  dan
pengangkataan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterima laporan dari BPD.

(2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 {tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud avat (1).

{3} Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Wakil Bupati atau Camat.
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Paragraf 1
Pelantikan

Pasal 100

(1) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

pasal 100 ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. pembacaan Keputusan Bupati;

b.pengambilan sumpah /janji jabatan;

c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah /janji;
d.prakata pelantikan oleh Bupati atau pcjabat yang ditunjul;

€. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
f. pembacaan Amanat Bupati;

g. pembacaan Doa.

(2] Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih
diambil sumpah /janji.

(3} Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi  Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sgjujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagal dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”,

4] Pakaian Kepala Desa pada saat upacars pengucapan sumpah/janji dan
pelantikan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berilcut:
a.PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:

i. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan
kancing warna perak:

2, Celana panjang warna putih; dan

3. Kaos kaki dan sepatu kulit, setnua berwarna putih.

b.PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan
kancing warna perak:;

2.Rok warna putih 15 em dibawah lutut; dan

3.Sepatu fantovel warna putih.

(5) PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan,

Pasal 101

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya
masa jabatan Kepla Desa yang lama.

(2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari
libur, maka pelantikan aksn dilaksanakan Pada hari kerja berikutnya
atau satu hari sebelum hari libur,

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat wakinu
karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling
lama 1 (satu) Bulan.

Pasgal 102

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau
mengundurkan diri dengan alasan yvang dapat dibenarkan sebelum
pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dj lingkungan Pemerintah
Diaerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat,
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(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|3] Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2),
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan
pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 103

(1} Calon Kepala Desa terpilih vang tidak hadir dalam pelantikan tanpa
alasan yvang dapat dipertanggung jawabkan Calon Kepala Desa terpilih
dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari
Camat.

(2) Penjabat  Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknysa Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan
pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 104

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan scbagai tersangka dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala
Desa.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sedang menjalani tahanan scbagai tersangka, pada kesempatan
pertama  atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan  sementara yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tugas dan kewajiban Kepala Desa
dilaksanakan oleh Pelaksansa Tugas Kepala Desa.

(4] Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan oleh Seckretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.

(9} Calon Kepala Desa terpilih sebagoimana dimaksud pada ayat (1), wvang
tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri keeuali
dengan alasan yang dapat dibenar .

Pasal 105

(1) Calon Kepala Desa terpilih yvang ditetapkan scbagai tersangka dalam
tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yvang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

|2} Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara
sebagaimang dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa
dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(3] Pelaksana Tugas Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada avat (2],
dilakukan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yvang
tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan dis kecual]
dengan alasan yang dapat dibenarkan.
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Pasal 106

(1) Calon Kepala Desa terpilih vang ditetapkan sebagai terdakwa dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon
Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara Vang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

|2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa
dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.

[3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.
(4] Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali

dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 107

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekusatan
hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa.

(2)Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis Camat.

(3] Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar walktu
melalui musyawarah Desa.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali
dengan alasan yang dapat dibenarkan,

Pasal 108

(1} Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir dalam
pelantikan dengan alasan yYang sah dan dapat diterima oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten sebelum dilaksanalkan pelantikan, Calon Kepala
Desa terpilih yang bersanglkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 {tujuh) hari sejak pelantikan
dilaksanakan.

(2)Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimalsud pada ayat
(1), ditetapkan olch Panitia Kabupaten.

(3) Masa jabatan Kepala Desg yang dilantik tersendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sclama & (enam tahun dan berakhir bersamaan dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lainnva dilantik,




Pasal 109

(1) Jika Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat (5), Pasal 105 ayat (4), Pasal 106 ayat (4) dan Pasal 107 ayat (4) tidak
hadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1),
yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan
pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2
Serah Terima Jabatan

Pasal 110

(1)Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan setelah pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa,

(2] Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari
setelah pelantikan.

(3} Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan
penyerahan memori serah terima jabatan.

(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;

b. monografi Desa:

c. pelaksanaan program kerja tahun laluy;

d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan vang telah disclesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana
kegiatan setahun terakhir:

f. hambatan yang dihadapi; dan

g daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

(3] Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikoordinasikan lebih lanjut oleh Camat,

BAB WV
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 111

(1) Kepala Desa bertugas menyeclenggarakan Pemerintahan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Desa mempunyai wewenang :

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa:

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan kemasyarakatan Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyvarakat Desa:

®RODADTR
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a. Membina dan meningkatkan perckonomian Desa, serta
mengintegrasikannya agar mencapai perckonomian skala produlktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:

b. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

¢. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

€. memanfaatkan teknologi tepat guna;

I. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

g. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewsgkilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 112

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111

ayat (1) Kepala Desa berhak :

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimasan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan:
dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
Perangkat Desa.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penghasilan tetap setiap
bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat
jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 11 ayat (1)
Kepala Desa berkewajiban:

4. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Tka;
meningkatkan kesejahteraan masvarakat Desa;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:

- menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;
mernjalin_ kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desas;
menyclenggarakan administrasi Pemerintahan Desa vang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
menyeclesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan
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p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 114

Dalam mclaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 dan Pasal 113, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil,
tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan wvang sebailk-baiknya
kepada masyaralkat,

Pasal 115

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum:

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

g menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atan Pengurus organisasi terlarang;
merangkap jabatan sebagai  ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwalilan Ralkyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi atau Dewan Perwakilan Raloyat
Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

J- ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan: dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

it .3

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 116

(1) Masa Jabatan Kepala Desa sclama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan.

{2) Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau terputus.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimalksud pada ayat (2),
termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu,

(4] Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri atau
berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dihitung
telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.




BAB VTI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 117

1. Masyarakat/warga desa dapat menyampaikan pengaduan yang berkaitan
dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan
kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
a.warga desa sctempat;
b.berdomisili di Desa setempat;
c.terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
d.membuat suratpernyataan bertanggungjawab atas aduan vang

disampaikan: dan

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai
ditutupnya rapat pemungutan suara.

3. Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima.

Pasal 118

(1) Panitia memfasilitasi Kecamatan penanganan pengaduan yang tidak
dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan vang dilakukan oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten,

[3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesalan permasalahan
pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan
Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 119

(1) Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan vang timbul dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

[2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoeordinasikan oleh Panitia pemilihan kabupaten sesuai dengan
kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 120

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ddak mempengaruhi
pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan
pengambilan sumpah /janji Kepala Desa terpilih.

BAB VIII
FEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 121

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atan diberhentikan dengan sisa masa jabatan
lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten
sebagai penjabar Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar
waktu hasil musyawarah Desa.

(2] Musyawarah Dess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama & (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
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(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melahui musyawarah Desa terhitung
sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa
yang diberhentikan.

Pasal 122

(1) BFD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar wakty,

(¢) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar wakiu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

{3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas unsur perangkat Desa
dan unsur masyarakat,

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar walkty sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa,

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4] bertanggungjawab kepada pimpinan BPD,

Pasal 123

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3] melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar wakit,

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan
paling sedikit 2 {dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) lebih dari 3 (tiga)
orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

{4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa;
b. tingkat pendidikan;

¢. pengalaman bekerja di lembags pemerintahan: dan
d. usia,

(3) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia
pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6} Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5], BPD
menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai
dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.,

Pasal 124

(1) F‘en‘:iti];an Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
4. persiapan;
b. pelaksanaan: dan
c. pelaporan.
(2] Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar wakiy oleh BPD paling
lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;

Jjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

€. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak digjukan oleh
panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran  bakal calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

¢. penelitian kelenglapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia
Pemilihan dalam jungka waktu 7 (tujuh) hari:

47




(3)

(4]

(5)

(6]
(7]

(2]

[. Persyaratan pencalonan Bakal Calon kepala Desa antarwaktu scbagaimana
dimaksud pada huruf e sama dengan persyaratan Bakal calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ; dan

g. penetapan calon Kepala Desa antar wakiu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang calon wang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yvang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan,

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksansan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta
musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melahsi
pemungulan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada
musyawarah Desa; dan

¢. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Pescrta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢

melibatkan unsur masyarakat,

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adar;

b. wwkoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani:

f. perwakilan kelompok nelayan:

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

J- perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masvarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budava masyarakat
setempat.

Unsur masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili

paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

Jumiah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4) dan

ayat (5) dibshas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa vang
ditetapkan dengan keputusan BPD.

Tahapan pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melaluj musyawarah Desa kepada
BPD dalam jangka wakm 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Dess
mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BED
kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari
Panitia Pemilihan:

¢. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala
g;?:la terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dard

; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan wurutan acara pelantikan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Bagian Kedua
Fenyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwakty

Pazgl 125

(1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh
Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa Antarwalkty.

{2) Musyawarah Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri paling sedikit 2,3 dari jumlah peserta yang diundang.

(3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar
hadir,

Pasal 126

Untuk kelancaran proses Musyawarah Desa Antarwaktu Ketus BPD selaku

Pimpinan Musyawarah Desa, menunjuk salah Se0rang peserta musyawarah

sebagai Sckretaris yang bertugas :

a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu;

b. mempersiapkan bahan/peralatan vang akan digunakan dalam
Musyawarah Desa Antarwaktu:

c. mempersiapkan peralatan apabila terjadi Voting;

d. mempersiapkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu;

€. mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan tentang
Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 127

ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang:

a. musyawarah Desa Antarwalkru telah memenuhi kuorum;

b. mengesahkan Bakal Calon Kepala Desa yang diajukan Panitia Pemilihan
menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu: dan

c. tata tertib Musyawarah Desa Antarwaltu,

Pasal 128

(1) Musyawarah Desa Antarwaktu dilaksanalkan dengan cara Musyvawarah
Mufakatr untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Apabila Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai dilakukan mekanisme Voting,

(2) Mekanisme Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yvang hadir/tidak
boleh diwakilkan;

b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan
cara vang disepakati oleh Pegerta Musyawarah; dan

c. Calon Kepala Desa Antarwakty terpilih ditentukan berdasarkan suara
terbanyak.

(4) Ketua BPD mengumumkan Hasil Musyawarah Desa dan Calon Kepala
Desa Antarwalktu terpilih.

(3) Musyawarah Desa mengesahkan Hasil Musyawarah Desa Antarwakiu
dan Calon Kepala Desa Antarwakiu terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dalam bentuk Keputusan Musyvawarah Desa vang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
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Pasal 129

(1) Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu
terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 disampaikan kepada
Panitia Pemilihan paling lambat 3 {tiga) hari setelah pelaksanaan
Musyawarah Desa Antarwaletu.

(2] Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilik sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan scbagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dengan
Keputusan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa
Antarwaktu.

(3) Calon Kepala Desa Antarwaktn terpilih yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk
dimintakan pengesahan sebagai Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati
melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditctapkan.

Pasal 130

(1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwakiu terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 menjadi Kepala Desa paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil
pemilihan dari BPD atau Camat.

{2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa
Antarwaktu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasgal 131

(1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh] hari setelah penerbitan
Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).

(2} Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa
terpilih.

(3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan
penyerahan memori serah terima jabatan.

(%) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

. pendahuluan;

- monografi Desa:

. pelaksanaan program kerja tahun laha:

- TEncana program yang akan datang;

kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana

kegiatan setahun terakhir:

hambatan yang dihadapi: dan

. daftar inventarigsasi dan kekayvaan desa.

ftpogE

m

Bagian Ketiga
Seleksi Tambahan

Pasal 132

(1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ternyata
lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan
seleksi tambahan,

(2] Seleksi tambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenal Pemerintahan
Desa, tingkat pendidikan, dan usia.

50




(3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan,
meliputi :

a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai
berdasarkan bobot  milai pengalaman pengabdian  kepada
masyarakat/Desa;

b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan
formal tertinggi yang dimiliki;

. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produltif.

Pasal 133

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan
atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama vang terdiri atas -
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

b. tingkat pendidikan; dan
C. usia,
(2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan
sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat
Desa/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan
kriteria penilaian sebagai berikut:
a.memilild pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa Iebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50
(ima puluhj;

b.memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan
S (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);

c. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI1/ Polri/Tenaga
Harian Lepas dengan skor nilai 20 ([dua puluh);

d.tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan
skor nilai 0 (nel).

(3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dibuktikan dengan memiliki {jazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria
penilaian sebagai berikut :

a. 3MP/cedergjad : 20 (dua puluh);

b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);

¢. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (iga puluh);
d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh limayl;

¢. Pascasarjana (Strata 2/3 ) : 40 (empat puhuh).

(4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf ¢, dibuktikan
dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 235 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun
dengan skor nilai 10 (sepuluh);

b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (cnam puluh empat)
tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);

¢. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pa=al 134

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
133 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berilut

a. SMP/sedergjad bobot nilai 1;

b. SMA/sederajad bobot nilai 2;

c. Diploma/Sarjana Muda bobot nilai 3:dan

d. Sarjana bobot nilai 4.
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Pasal 135

Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produlktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (3) huruf ¢, adalah scbagai berikut :

a. umur 25 - 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan

b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 {satu).

Pasal 136

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134,
dan Pasal 135 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untulk
menetapkan Calon Kepala Desa Antarwakiu yang akan diusulkan ke
BFD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.

(2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) bakal Calon Kepala Desa
Antarwalktu yang mendapatkan tertinggi berdasarkan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa Antarwalctu.

Pasal 137

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwalktu yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang
waktu pendaftaran sclama 7 (tujuh) hari.

(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu vang memenuhi
persyaratan tetap kurang dari 2 fdua) setelah perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasgal 138

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan Kepala
Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagian Kelima
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 139

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Antarwaktu sama
dengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa yang dipilih
melalui Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 140

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
dibebankan pada APBDesa.
(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipergunakan untuk:
a. Pengadaan surat suara;
b. Kotak suara;
¢. Kelengkapan peralatan lainnya;
d. Honorarium panitia dan petugas;
e. Biaya pelantikan.
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(3} Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa,

(4) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang memungut bigya dari
calon Kepala Desa,

BAB XII
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 139 Kepala Desa harus :

a.menyampaikan laporan penvelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupat melalui Camat;

b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;

c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran.

Pasal 142

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa scbagaimansa dimaksud
dalam Pasal 141 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pertanggungjiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,

(3} Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar
pembinaan dan pengawasan.

Pasal 143

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan  Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir masa jabatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 huruf b, kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dess sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu

untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan:
¢. hasil yang dicapai dan vang belum dicapai; dan
d.hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala
Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan,




Pa=al 144

[l) KEepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 buruf ¢
setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnyva tahun ANggEaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan
Desa.

[3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 145

Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB X1l

CUTI KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Umum
Paszal 146

d. Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.
€. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan
kewenangan kepada Camat.

Bagian Kedua
Jenis Cuti

Pasal 147

Cuti bagi Kepala Desa terdiri dari :
a. Cut tahunan;

b. Cut sakit;

c. Cuti bersalin

d.Cuti karena alasan penting; dan
e. Cuti besar,

Pasal 148

Cuti Tahunan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 147 huruf a, adalah cuti

yang diberikan kepada Kepala Desa dengan ketentuan:

&. Kepala Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-
menerus berhak atas cuti tahunan;

b. Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah 12 (dua belas)
hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah:

c. Untuk mendapatkan cuti tahunan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti,




Pasal 149

Cuti tahunan stbagaimana dimaksud dalam pasal 147 huruf a vang tidak diambil
dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikuntya.

Pasal 150

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang tergangegu akibat
pelaksanan cuti tersebut.

Pazal 151

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Kepala

Desa yang mengalami sakit, dengan ketentuan -

a. Kepala Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit,
dengan memberitahukan kepada atasannya,

b. Kepala Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti dan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 152

Cut bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, diberikan kepada

Eepala Desa yang mengalami persalinan, dengan ketentuan :

a. Cuti bersalin diberikan kepada Kepala Desa perempuan untuk persalinan
pertama, kedua dan ketiga;

b. Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah selama 3
{tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan
sesudah persalinan;

c. Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala
Desa perempuan yang bersanghkutan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;

d. Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh
pejabat yang berwenang memberikan cuti,

Pasal 153

Cuti karena alasan penting scbagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d,
diberikan kepada Kepala Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yang
penting, dalam hal :

a. Ibu, Bapak, lstri/ suami, anak, adik kandung/ ipar, kakak kandung/ipar, mertua
atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

b. Salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam huraf a meninggal
dunia dan menurut ketentuan hukum wvang berlaku Kepala Desa yang
bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal
dunia itu;

. Melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa.

Pasal 154

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang

memberikan cuti untuk paling lama 7 {tujuh) hari.

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kepala Desa mengajukan
permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada
pejabat yang berwenang memberikan cuti.

(2) Cuti karena alasan penting, diberilkan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang memberikan cuti.
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Pasal 155

Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e, diberikan kepada
Repala Desa yang membutuhkan waktu lama untuk untuk melaksanakan sebuah
kegiatan pribadi, meluput :

a. melaksanakan kewajiban agama:

b. mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasgal 156

(1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 diberikan untuk paling lama 2
(dua) bulan:

(2) Kepala Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam
tahun berjalan dan tahun berikutnva;

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan
permintasn secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti;

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yvang berwenang mermberikan
o,

Pasal 157

(1) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Kepals
Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya
secara penuah.

(2) Sebelum menjalankan cud sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, Kepala Desa
menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Desa dengan Surat
Perintah Tugas:

(3] Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sckretaris Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Desa dapat menugaskan seorang Perangkat Desa vang
kompeten,

BAB X1V
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesaty
Pemberhentian Kepala Desa

Pa=zal 158

(1) Kepala Desa berhenti karena

a.meninggal dunia;

b.permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2] Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf ¢

karena :

a.berakhir masa jabatannya;

b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan  atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak
berfungsi sccara normal yang dibulktikan dengan surat keterangan
dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

¢, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d.melanggar larangan scbagai Kepala Desa;

e.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;

f. tdak melaksanakan kewajiban scbagai Kepala Desa; atau

g-dinyatakan sebagai terpidana vang dipidana penjara karena melakulkan
tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5
flima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kelkuatan hulcum tetap.
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(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dapat diterima atau ditolak oleh Bupati dengan
memperhatikan rekomendasi Camat.

[4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3], ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 159

(1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala
Desa karcna meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.

(2} Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya menganghkat
Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat,

(3) Pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huraf b, diajukan secara tertulis
olch Kepala Desa kepada BPD beserta alasan-alasannya.

(4) Apabila alasan pengunduran dir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa atas
permintaan sendiri kepada Bupati melalui Camat.

|5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati
menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan sclanjutnya mengangkat
Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat,

Pasal 160

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1) huruf ¢, BFD melaporkan dan/atau mengusulkan
pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan
mcnyampaikan alasan-alasannya.

(2) Berdasarkan laporan dan/atau usulan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bupati dapat menerima atay menolak usulan
pemberhentian Kepala Desa dengan memperhatikan rekomendasi
Camat,

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 161

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
Pimpinan BPD setclah dinyataksn sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di
pengadilan.

Pasal 162

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
Pimpinan BPD setelah ditetapkan sebagal tersangka dalam tindak pidana
korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
Negara.

Pasal 163

Kepala Desa yvang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 161 dan Pasal 162 diberhentikan oleh Bupati setelah dinvatakan
scbagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunvai
kekuatan hukum tetap.
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Pasal 164

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 161 dan Pasal 162, Sckretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 165

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dealam
Pasal 161 dan Pasal 162 setelah melalui proses peradilan ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penctapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati
merchabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersanglkutan
sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Z) Apabila Kepala Desa vang diberhentikan sementara sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa Jabatannya, Bupati harus
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersanghkutan.

{3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa vang
diberhentikan sementara belum ada putusan pengadilan yang tetap,
Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena
telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 166

|1} Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikan
sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Apabila dalam waktu 1 ({satu) bulan scjak diberikannya sanksi
administrati§l sebagaimana dimalksud pada ayat (1), Kepala Desa Hdak
menyampaikan laporan penyeclenggaraan pemerintahan Dess
dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul Pimpinan
BPD melalul Camat.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikannya tindakan
pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Kepala Desa tidak juga menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dilakukan
tindakan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan laporan BPD kepada
Bupati melalui Camat.

Pasal 167

Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 168

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan
berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala
Desa,

(2] Dalam hal Sekretaris Desa kosong maka dapat ditugaskan Perangkat
Desa yang lain sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang
pemberhentian sementara Kepala Desa.
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Pasal 169

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetap
dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pagal 170

(1) Bagian Pemerintahan Desa wajib menyelenggarakan Pelatihan dan
Pembekalan bagi Kepala Desa vang baru dilantik untuk meningkatlean
kapasitas Kepala Desa.

(2) Kepala Desa wajib mengiluti pelatihan dan pembekalan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada awal masa jabatan.

(3] Materi pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain meliputi :

a. wawasan kebangsaan dan bela negara:

b. pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa:
. pengelolaan administrasi Desa;

d. pengelolaan keuangan Desa;

e. pengelolaan aset Desa;

f. produk-produk hukum di tingkat Desa;

E- pengawasan keuangan Desa;

h. kerupsi, kolusi dan nepotisme;

i. pemberdayaan masvarakat:

j. kerjasama Desa;

k. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

L. materi lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Penjabat Kepala Desa,
teiap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maks -

1.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 132 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
Nomor 136)

2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubshan atas
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tehun 2017 Tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
Nomor 145)

dicabut dan tidal berlala.
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LAMPIRAN 1 - PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : ,1.:) TAHUN 2019
TANGGAL - 1 ur'-llt. 2019

Bentuk, ukuran dan jsi kop surat dan stempe! panitia pemilihan Kepala Desg
(Format A);

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format B);

Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa [ Format C);

Berita Acara Rapat Fleno Panitia Pemilihan Penetapan Jumlah DPT (Format

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia Serta Femerintah {Format Gj;

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga
Kali Masa Jabatan {Formai H};

Surat Pernvatasn Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa [Format I};

.Surat Pernvataan Siap Menerima dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan

Kepala Desa (Format J);

Surat Pernvataan Bersedia Bertempat Tinggal di Deag Setempat di Wilayah
Pemukiman Penduduk (Format Kl;

Surat Pernyataan telash menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban Akhir
Masa Jabatan (Format Lj:

Surat Pernyatasn Bersedia  Mengundurkan Diri  sebagai Pegawai
BUMN/BUMD/Swasta (Format M);

Surat Pemyataan Bersedia Mengganti Seluruh Biava Penyelenggaraan
Pemilihan (Format N};

Surat Pernyvataan Tidak Akan Melakulkan Politik Uang (Format Q);

Berita Acara Pen ¢tapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang
Berhak Dipilih (Format R):

Berita Acara Permungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format 3);

Berita Acara Jumlah Surat Pemberitahuan (Format T

Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih (Format w;

Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa (Format e

Blanko Penghitungan Suara (Format W):

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Format X);

Hasil Penilaian dan Urutan Nilai Bakal Calon Kepala Desa (Format Y.




Format A

BEENTUK, UKURAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

A, Format Kop Surat
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian
atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna
hitam.
a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok :
“PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA",
b.Tulisan pada baris kedua dengan huruf ha_'Enl-c
PDEEN.ies vminiidas i KECAMATAN. ...cocvvieeeianans ]
c. Tuhsan pada baris ketiga dengan huruf balok :
“KABUPATEN INDRAGIRI HULU™,
d.Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil:
"Sekretariat
: ditulis  alamat kantor sekretariat panitia
1 R Kode Pos..............n

e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan “Sekretariat”
di beri garis tebal.

f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style
ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan
jenis huruf Boolkman old style ukuran 12,

<. Bentuk kop surat Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....... KECAMATAN ..
E.F'LEUF‘&TEH INDRAGIRI HULU

Seleretariat : .

.. Telp ..... Kode Pos ...
Nomaor TSR0 13 Wi ff.
Lampiran Kepada :
hal e Yih..
di -

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa ...

Ketua

---------------------------




B.Format stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat
persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar +55Cmx
2,5 Cm

2. l=i Tulisan :
a. Baris pertama ; “PANITIA®
b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEFALA DESA"
c. Baris ketiga : “‘DESA.........coreee.. . KECAMATAN iR

d. Baris keempat : “KABUPATEN INDRAGIR] HULU®

3. Tinta yang digunakan berwarna ungui.

4. Naskah Dinas menggunalkan jenis huruf Bookman Old Style
ukuran 12,

3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
adalah :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA............ KECAMATAN...........
KABUPATEN INDRAGIRI HULU







FANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA......iviiiirinnns JKECAMATAN. ..o
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat ©............... Telp........ Reode POB ool e

REPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESR s
NOMOR ........ TAHUN .........
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA ................
EECAMATAN ....oovviiiniiiiann.
KABUPATEN INDRAGIRT HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA ... 55

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 avat (3] Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemiiih
Sementare ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Desa ... tentang Penetapan Daftar
Pemilih Sementara [DPS) Desa ......... Kecamatan Kabupaten
Indragiri Hulu:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Indragid Hilir dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daersh Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesig Nomor 5234);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemar 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir




Menetapkan
KESATU

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomeor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5539)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang FPemilthan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B2 Tahun 2015 tentang Penganghkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Nepara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daersh
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nemor 40).

MEMUTUSKAN :

. Menetapkan daftar penduduk vang berhak memilih dalam

Pemilihan Kepala Dega Tahun ... sesuai hasil pendaftaran
pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ...
Kecamatan ....... Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA  : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum

KESATU Keputusan ini divmumkan kepada masyarakat desa
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini
untuk memberikan kesempatan kepada masvarakat mengajukan
usulan perbaikan.

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan.

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

e

Bupati Indragiri Hulu,
Ketua BPD Desa.....iucrvins ]
Arsip.

o B B

=
ik |




PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA...........KECAMATAN... e
Edm.h.__HHH H___HH!EE H.E.__ﬂ
Sekyetaniat : Jl. ... ...occoimieaieninnniss No.....cv.. Telp..ocvireeen. Kode Pos................
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .......oooccianinniniianie
KECAMATAN........... KABUPATEN INDRAGIRT HULY
Dema ;... —_...__.—I.__H._n.ﬂ-.. 5 IMIFRACIRT LI
Keenimiaian | snims i Progins + AL
Halaman @ ...
== _ ~ BTATUS -
PERKAWINAN
'L NAMA = B . - {KAWIN,/ SUDAH ALAMAT RET,
LENGEAP IR TENPAT DAR TANGOAL .._mz_._mm_.m.w_q“_w___._.___.?_zﬂ PEREMAH KAWIN/
LAHIR/UMIUR T BELUM|
1 g 3 A 5 6 i 8
" Panitin Pemilinan Kepils Dean
Degn ., . BECEMBEED ..o e smr i
I..-_un_.ﬁ_n__.n.._ Indragiri Hiala
L Hatun . - saii
2, Sekiretiria Ll ocn |




Format C

FANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESBA......coooviiiiinninns KECAMATAN....... i R T

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat ::....ooiienen . Telp....oo.. Kode Pog ...........
e

REPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ...........

NOMOR ........ TAHUN .........

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA ...cocccvvvniiiiiiiinns

Menimbang :

Mengingat :

1.

KECAMATAN .....cocoommemrmmiinng
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEFALA DESA, DESA

bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupat
Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih
Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Desa ... tentang Penetapan
Daftar Pemilih Tambahan DeBB......ciiieersiserssisessiiemsesnns
kecamatan. ... Kabupaten Indragiri Hulu;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
FPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikilndonesia Tahun 2011 Nemor 82,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Dess [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
3679j;




Menetapkan :
KESATU ;

KEDUA

KETIGA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor & Tahun
2014 Tentang Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 553%)sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang De=a (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 1537,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian HKepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Noemor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tshun 2019
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan daftar penduduk wvang berhak memilih dalam

pemilihan Kepala Desa serentak Tahun ... sesuai  hasil
pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan  Desa
b . Kecamatan.., . . KRabupaten Indragiri Hulu

aebagmmana tersebut da.lam L-amplra_n Keputusan ini.

Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masvarakat desa
selama 3 (tiga] hari terhitung sejak berakhimva jangka waktu
penyusunan tambahan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




pada tanggal
PANITIA FEMILIHAN KEFALA DESA
B L P
Ketua

SALINAN disempaikan Kepada Yth :
Bupati Indragiri Hulu;

S I

(@01 11 1| .
Ketua BPD Desa.......oovv.. ;
Arsip.
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PANITIA PEMILTHAN KEPALA DESA

u.?!r!t_ na -.-.._.._..-.--.EE‘_._; lllllllllll TR LL]
EABUPATEN INDRAGIRI HULU
EEFE#EI.-:.-.-.-.-:-_..-1-:-_...__._-.-:-:.:n..--.._....._l..-..nHT-.._-.._.._l----”&“‘i-:*:-i

HECAMATAN.....c..iimrinerrens HAITFATEN INDRAGIRI HULU
Dlesn i i i B b Knbupalen :  INDRACIH HULL
Kescarmnan Sl 1L Propmnsi r RIAL
Halamam - oo oy
STATUS
FEREAWINAN
MLH AR A 2 .15 [KAWINS SUDAH ALAMAT KET.
LENGKAP MIK TEMPAT DAN TANGGAL hﬁzum__w_.d_.__.ﬂ;__.u__: PERNAL KAWIN;
LAHIR/UMUR BELLIM)
1 2 3 4 5 6 | 7 a8

1::5_.___ _....E.__.__“__U:E_En_um_.r- _..u_...luuz
e ¢ - Betummlin. o e onmness: Knhopaten Indragin Huolu
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA. . .ciiiirererrnensrenss REACAMATAN ...
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat © ..., Telp ..... Kode Pos .....,
BERITA ACARA

NOMOE § - icovvnvins s

TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAF (DPT)

Pade Berd I oo tanggal ............. bulan tahun. .oy

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..............cos . Kabupaten Indragiri
Hulu telah mengadakan Pemutakhiran dan Validasi serta Penyvusunan DPS,
Pencatatan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan dan

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sesuai ketentuan dalam Pasal ... Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomeor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Pemnilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikur :
|, Jumlah Daftar Pemilih Sementara setelah disusun dan diumumkan sebanyvak

2 .Jumla.hDafLar Pemilih Tambahan setelah diadakan Pencatan data dan

diumumkan sebanyak ....cocoocieirernenase
3 Jumlah DPS + DP Tambahan yang selanjutnva di tetapkan sebagai Daftar
Pemilih Tetap sebanyak............

PANITIA PEMILTHAN
SR 3
i ...... ETREMREL ____- _E
Ketua, Sekretaris,
Diserujui :
1. Ketua BPD Desa ..... Tanda tangan
2. Pejabat Kepala Desa...... Tanda tangan
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Format E

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PR i nivsmints RECAMATAN......ooorerrerermsnene

KABUPATEN INDRAGIRL HULU

Sektetariat | ... TEIP ... Kode Pos ..
-#ﬂ

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA .....cccoin,

NOMOR ........ TAFRIN. .cooiini

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (OPT) DESA ...

Menimbang :

Mengingat :

KECAMATAN ...oovnmnirmirmrrores
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA «.ociiiiiiimmninins

2.

bhahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa
Daftar Pemilih Tetap ditctapkan dengan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa:..coennn  leniang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa....o.nee
Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu;

Undang-Undang Nomor 12 Tshun 1530 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provingi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang & Tahun 2014 Tentang Desa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495j);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

14




beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
567T9);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor & Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5539)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 635
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 téentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian HKepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten [ndragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

Peraturan Bupati Imndragiri Hulu Nomor 40 Tahun 201%
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nomor 40).
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Menetapkan

KESATU :

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa
.................... Kecamatan........coeeeeenhabupaten  Indragiri  Hulu
sehagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Daftar Pemilih Tetap (DPT] sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untul

a. penentuan jumlah surat suara;

b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan

¢. pengecekan pemilih vang akan menggunakan hak pilinnya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphkan di ...ooormmmerimnsprermas
pada tANEEAL ..........cccinnmsirmones
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kema

SALINAN disampaikan RKepada Yth |

1. Bupati Indragiri Hulu;

2 R (T A A A AL RSR.
3. Ketus BPD Desx..........c.. 3
4. Arsip.

eSS S H 1 E S [N e e e o e e o o e e i BT
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PANITIA PEMILTHAN KEPALA DESA
DESBA... weeres s RECAMATAN.........connee

E”;E-ﬁ ” h.- asmmEm (SR L LA L] Hn H‘H‘I lllllllllll

DAFTAR PEMILIH TETAF

Ehﬂ. Eb..f_r 1T TP ———
HECAMATAN........ .. KARUPATEN [NDRAGIRT HILU

[esn LR TR TR LY TN Halanpaien ¢ INDRAGIRL HLUILET
Kecataian : o “

STATUS

PERKAWINAN

NG : hﬁm__.__mw s NIK TEMEPAT DAN TANGGAL JENIS KELAMIN ﬁ.ﬁﬁ h_ Mﬁmﬂ ALAMAT
LAHIR/ UMUR P/5Y BELLM)

E 4 . 5 i 6

1 2 3

" Panitin Pemilihan Kepsla Dean
T AR ORRRRRR -7 (1 I . Eabupaben Indragir Hulu
3, Kebun i e Ll et bbb b e
e Brlorbasis - [P S SR B 4 v LY (4 .|
Menpetahu
Hadan Prrmasngiarnian desa

L. el e | EESESEEN AR y

2. = e i i

3. sl B e 1

4 =k ey |

L # e s Trvs |
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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR  TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
E3A

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang hertanda tangan di bawah ini :

Nama b e e e e o o L e
Jenis Kelamin R RN R PR R v R A B b b S e s M s
ABAITIA . ciiosrmmmmirrmrsssrrss et A8
Tempat/Tgl. Lahu ............................................................. S b
Pekerjaan s i R e A R R AR i
Alamat B o e e N A

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertagwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Demikian pernyvataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apahila
ternvata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
hukum yvang berlaku.

YANG MEMBUAT
FERNYATAAN

[tanda tangan dan materal Rp 6.000,- ]

S EERERRAER A SIS RE R RS SR R AL b R R R RN L
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|_fomatc |
SURAT PERNYATAAN.

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REFUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah mni

Nama R APPSR T e
Jenis Kelamin B e e N e A i s e P b T LT
Agama B oy e S e A S R oo S S A AR TR G T
Tempat/ Tl LARITT oo i sas b g st oo
Pekerjaan P ——

Alamat '

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memMegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik
indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal [ka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila

ternvata pernyvataan ini tidak benar, saya SANEZUP dituntut sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]

Erddd A FEE ARSI EE I NN TR R AR SRS




SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KAL MASAJABATAN

Yang bertanda di bawah ini :

a Nama EP AT e e e T A
b. Jeniskelamin e B L S
c. Pekerjaan B e S e
d. Tempat/tanggal lahir TS, o AR i R T REREe
e, Alamattempatinggal 1 e

menvataksn dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak pernah
menjabat sebagai Kepala Desa / pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama. ...
periode jabatan Kepala Desa '). Saat ini, sava mendaftar Bakal Calon Kepala Desa
................ Kecamatat ............Kabupaten Indragidi Hulu untuk periode jabatan
Kepala Desa sayva vang kesatu/kedua/ ketiga®).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarmya, digunakan
untuk memenuhi persvaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon

KepalaDesa.......cooinie Kecamatan ... Kabupaten Indragiri Hulu.
Dibuatdi . et rar s AR
padatanggal e

Yang membuat pernyataan

Catatan :

1), Pilih salah satu/ coretyangtidak perlu.
%) Pilih salah satu [ coretyang tidak perlu.

0




ﬂ Format | i

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e e A e L A e e e e e
Jenis Kelamin R e L e b
Tempat/Tgl. ]..ahw ............ S
Hg'ama. B e o B N e e T ey T T e b e
Alamat B R e i e A A R P T T R A T A0

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi
I{epa.la Desa ......... sy RECAMALAN ... QBN SlAap mengikuti
seluruh tahapan F‘cmﬂﬂmn Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dan tekanan dari pihak manapun,

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materal Rp 6.000,- ]

FaFgrthrnEnnEREddddhER iR R R nan EaEEEEEE am
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| rormats |

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Jenis Kelamin

Tempat/Tgl. Lahir:

Agarma
Pekerjaan Bt b L A R 8 B Ao A P R
Alamat £ U SR G PP e o TP SRR A

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil Pemilihan
Kepala Desa.

Demikian pernvataan ini saya buat dengan sebenarmmya tanpa
paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a1



H Format K l
SURAT PERNYATAAN

AKAN BERTEMPAT TINGGAL/BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK
DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tgl. Lahir:

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

menyvatakan dengan sesungguhnyva, bahwa saya akan bertempat
tinggal /berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa
paksaan dan tekanan dari pthak manapun.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]
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SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA
JABATAN ATAU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jenis Kelamin

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Agama e e e e e el
Pekerjaan L e de S B MR NS
Alamat ;

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa sava adalah Kepala Desa Petahana
atau Penjabat Kepala Desa ') dan telah menyampaikan Laporan
Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dan tekanan dari pihak manapun.

MENGETAHUI ; YANG MEMBUAT

AT o s e R PERNYATAAN
ftanda tangan
dan materai Rp

6.000),- |

Catatan !
Y. Pilih salah satu feoret vang tidak perlu.
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SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAL BUMN/BUMD /SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini |

1. Nama Lengkap L e A A R R
2. Tempat [ Tgl Lahir /| Umur T, f el ~.Tahun
3. .Jenis Kelamin + Laki-Laki / Perempuan®|

4, Agama T O B P L G CRs s
6. Alamat Tempat Tinggal e s T R R T S SRR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala
DB ..cuvemrrnserririnsnnres RECAMBLATL rrerreiearinas bersedia mengundurkan diri sebagai
pegawai BUMN/BUMD/swasta apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian prrmyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebapgal syarat pendaftaran
calon Kepala Desa ......... Kecamatan.............. , dan apabila ternyata pernvataan ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berfaku,

, 20ares
MATRIS Yang Menyatakan
Rp. BOOD, -
I ) et )

Keterangan :
“} Coret vang tidak diperlukan
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[_rormatn_|

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Lenghkap T R P Rt e LS S ST P "
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur S it e s s e e Tahun
3. Jenis Kelamin - Laki-Laki / Perempuan®)

4. Agama PPN RSP ST TP

5. Pekerjaan eV ANV A R s B e A e
6. Alamat Tempat Tinggal ey Pk s A MR S i A R

Menvatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala
DIEBR. ...evrssomsisiionerns. KECATAAN.......iiiovveie.. Dersedia mengganti seluruh iaya
penvelenggaraan pemilihan baik yang bersumber dari bantuan keuangan APBD
Kabupaten maupun APBDesa apabila mengundurkan diri schingga mengakibatkan
batalnva pemilihan.

Demikian pernvataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kepala Desa ........ . Kecamatan.............., dan apabila ternyata permyataan ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Mataral
Rp. 5000,-

Yang Menvatalean

Keterangan
*  Coret vang tidak diperlukan
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan di bawah ind :

2, Nama Lengkap s T R P LT
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur e e e e . Tahun
3. Jenis Kelamin . Laki-Laki / Perempuan®)

4. Agama R R T P St

6. Alamat Tempat Tinggal A R e R AL

Menvatakan dengan sebenarnya bahwa saya secbagai calon Kepala
- IRV RNUN PR S KecAamMAataN . ..o iimiiimien tidalk alkan melakukan politik uang
dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi pemilih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnyva sebagai syarat pendaftaran
calon Kepala Desa ......... Kecamatarn.............. . dan apabila ternyata pernyataan ini
Hdalk benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku dan hersedia dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar
Calon Tetap.

. o R
Materal Yang Menyvatakan
Rp. 6000,-
[les |

Keterangan
* Coret yang tidak diperlukan

F
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I Format P

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TR, . vonisinnns panas ot ERECAMATAN ...oiiiiviva iaia
KABUPATEN INDRAGIRL HULU
Sekretariat ; .....- Telp ..... Kode Pos ......

BERITA ACARA

NERIOT & oo

tentang
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ind ...........tanggal ... BUIARL..oociciinena. tERUR
..................... . kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa......neneg
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut
|, Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas

bermaterai cukup, yang terdiri dari :

a. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melalksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Tka;

¢. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabaten;

d, Pernyataan bersedia dicalonkean menjadi Kepala Desa;

e, Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;

f Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik
sebagai Kepala Desa; dan

g Bapgl Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat
surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan
Dega diketahui oleh Camat.

h. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri  sebagai pegawal
BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta, tenaga harian lepas bila terpilih menjadi
Kepala Desa di atas kertas bermaterai:

i, Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan
pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat
diatas kertas bermaterai;

j. Burat pernyataan tidak akan melakukan polittk uang diatas Lkertas
bermaterai;

k. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Surst izin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian

lepas bagi pegawai BUMN/BUMD,/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas;

Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah péertama atau

sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat

belajar vang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

18




7 Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
dibuktikan dengan fotocopy alia kelahiran atau surat kelahiran yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

5 Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan p '
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena m
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat S
{lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkarl secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersanglkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

10, Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan
tidalk sedang dicabut hak pilihnya;

11 Surat kererangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak
terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
12. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
13 Foto berwarna terbaru ukurarn 4 em x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.
14. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan
rincian schagai berikut :
A. Nama
Tempat dan tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat d
Keterangan . Lengkap/tidak lengkap*

b, Nama :
Tempat dan tanggal lahir |
Pendidikan .
Fekerjaan
Alarnat .
Keterangan - Lengkap/tidak lengkap®

e, -....dst (sesual jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
Ketua, Sekretaris,

o e e B W T e e i e

Catatan :

Tanda®{coret salah satu sesual dengan hasil penelitian)
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Dﬁﬁlllli‘llll‘! EEFsslsTEnErE RS MTA-H ARERFESEEREES CEERERE LN EREE
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat ¢ Jl i 1.t T TEID. ceoumnnniss Kode POB ...

BERITA ACARA
PENELITIAN BEREKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILTHAN KEPALA DESA.....cocveeummnnmrmssssciins
KECAMATAN....ccommermmsasasarananes

Fada hari i .iomines tATERAL v eeeresmrerieneens TRttty
bertemnpat  di i . kami Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Desa.. , Kecamatan.. ceeneeeeny Kabupaten Indragin
Hulu teia.h rnagadakan penelman !::erkaa Etaka.l Cﬂlnn I-s.epﬂla Dcaa., Pemilihan Kepala
DIBBE. . veaneremnencne ey AECAMALAN.. oo, Kabupaten Indragiri Hulu, sesual
kr.-t.cntuan Peraturan Bupati Indragm Hulu Nomor....... Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumiah... AIRTITI e— ) orang.

2. Bakal calon Kepala Desa yang rﬂEm.Eﬂuhl persvamtan unml-: ditetapkan menjacdi
Calon Kepala Desa sejumlah... ieeiisereses Lesrsrensrreneee) OTRNg, yaitu
7 | S RS DT TELEE ) i | R 171 /L1 b s VORUEPPPPPPRRIT,

pendidikan =~ e PEMETIBATL e csrran e

e A e PR LS Ct e e SR P TR B LR UL LLE e S A LR ke st

Bl SBEF.,  eecicesensoscaiesressissiaiiE sasarssscassannier UM oivsine tahun
pendidikan pekerjaan
STEPARE i A GRS s e A WS R K

O, BAPF.  iiiiiieieireresssnnmmresadovinnina s eesnnaas Umur.. ML -1 . ' DO
pnndidtl-:an PEKEIJAAT. ....cuiinrrmnssnnnanannenes
alamat..

3. Bakal Eainn Hcpala D:aa mang ttdak m-tmenuh pcrsya_mtan unl:l.tk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa sejumlah........coieee lsenssmnmssssrsnssrrnesees) OTRTIE
yaitu !

a. Sdr. o e e R I s L b o TR e -
pendidikan PEREJAANL .0y eoeeeirinnniari

LTz 5 e LT A L IR

b. Sdr e e e e Ll Umur.. ooeeeeas tahun ,
pendidikan 00 oo pekerjaan

2 10T 1 e L L L L L LR Ll
4. Bakal Calon Kepala Desa  yvang mengundurkan  din sejumlah

A P S e ; | orang, vaitu ;
a. Sdr. R T PTIITCRTRUOUE . i | SO 72 1 15 |« DORERERR e y
pendidikan o ] g - | PR TeETAn

B RTTROIE. .o it s e s A R H A R B e s b g T T LTS R

b, Sdr. B U PURRTPPRRN 7 . | | + IS oL BRI L g
pendidikan pEKETIARAN. v icaertnirmanrrrr ks

(710 ) ant> 1 e — P o R TSRS

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.
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Ketua
Sekretaris

T Bamitia Pernilihan Kepala Desa
Kecamatin, .ooiireeiiiinmne

Kabupaten Indragiri Hulu
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[ rormatr_|
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA =
Dm-|"'i++++! -------- T LI L] W&Tﬂu-“|r--|---u||-|-|---¢-.-+q+
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sakretariat : JL coooieiireesennasee -+ T SRR Pty i s KodePos .........

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIFILTH
PEMILIHAN KEPALA DESA ..cccoeeriinmssssnsnmanmnnas
KECAMATAN ..........- ———— shessdnnnn

Pada hari il ..ooeeoeeeeesens EOEEAL i 17211141+ BT —
bertempat di . ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
o viivivssesasaasrrrpesnnry  KAPCEAMBATATL -..ociimmssrarmneasiii ., Kabupaten Indragiri Hulu
telah mengadakan Undian Nemor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih,
Pemilihan Kepala Desa.,.......oeeey  KECAMBIATL ooiarmensting Kabupaten
Indragiri Hulu  sesuai  ketentuan Peraturan Bupati [ndragii  Hulu
NGMOT...........Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam undian Nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan ,Calon
Kepala Desa Yang Berhak, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr. 5 1 3 b & SRR : tahun .
penAidikan. o pEKEMAAN e

2. Sdr. 5§ o b e tahun .
pendidikan. ... pekerjaan

3. Sdr. L} 123 b AR mhun .
penAAIRATL. .o e ssiiii s pekerjaan
AIAITIAL, . aivinrersmnssararrnserassnsansassressnsnzssozasy dengan NoOmMor UTUL. ..
& et ;-
Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenarmya dan dapat
dipergunaksn seperlunya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
@ R ————— KECRITIATAT, v pivosssusssisis rmvsis
Kabupaten Indragiri Hulu

Sekretaris Ketua
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
nm IIIIII sEEEmEE FEEENRANAEEEEERRRS WT“---rii-li--l--iii-i- iiiiii YT T LR ]
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PEMUNGUTAN SUARA PEMILTHAN KEPALA DESA

o) T VR ——— - e 8 e ORI P

Pada hari ini .eveeeennrne-. EOEZAL tahilIL, . oeseevenens. DeErtempat di
................ KECAMBLATL  .ooovioniicinenes o HADUPAIEN Indragiri Hulu telah
dilaksanakan Pemungutan Suara Pernilihan Kepala Desa........oone
KeCaratan. . .......--....., Rabupaten Indragiri Hulu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa ...
yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa........ .......JPanitia Pengawas Tingkat Kecamatan. .cooaee--oaue

Dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi,
Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala
Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala

eS8, . o0irenee.,.  menyataken bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
DERR. . icaprenisrsianss  kecamatan ... RaDUpaten Indragiri Hulu yang
dilaksanakan mulai dari jam......... s/d jam ......... telah berjalan dengan aman, tertib

dan lancar serta TELAH kuorum sesuai dengan ketentuan perudang-undangan Vang
berlaku, dengan hasil sebagai berikut:
1. Jumnlah Pemilih Ceceeenee o pemilib.

a. Jumlah DPT 1 iesns. o pemilib,
b. Jumiah DP diluar DPT D pemilih.
9. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih SN pemilih.
a. DPT IF—— pemilib.
b, Dp diluar DPT AR pemilih.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak piih e pemilih.
a. DPFT P pemilih,
b. DP diluar DPT AR pemilih,
4. Jumlah Kartu Suara veeeeienns JEmbar,
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih ... lembar.
&, Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusak Liiaviniedns lembar,
7. Jumlah Kartu suara vang salah coblos T lembar.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
geperlunya.
..... e PRER AT LERLE LS 3 |++a.-a.-----.-|1|a.a.----llll-l!-l-I-ll‘llllliulil‘l"lﬂl-
Panitia Pemilihan Kepala Desa
n.“ilpplllll'*iﬂ'||| ----- iR Kmmﬂtu--.n|r||------||||-rp---il|-ilulll
Kabupaten Indragiri Hulu
1. Ketua e i T e et
2 SEKTELATIE © v vvereerrmecssnoneearrre o
Calon Kepala desa Yang Berhak Dipilih
otk B R B T )
E ------------------------------ E ¥ Bk & W @ n mF '8 & ]
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA e
DESA......cooonrmmmmnrainin KECAMATAN ....ocociiiiramaaees

BERITA AC
NOomor - ..o
Tentang
JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN SEBELUM DISAMPAIKAN, TELAH
DISAMPAIKAN DAN SISA
Pada har i ......... tanggal ....... bulan .oee (715 LE L o O .
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa_........ _..telah menvampaikan Surat
Pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa ..
yang telah mempunyai halk pilih, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ....

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut ;

1.Jumlah Surat Pemberitahuan Pemilihan Kepala DEBA . .vesvessnssns BEDEl UM
disampaikan kepada penduduk yang mempunyai hak pilih sebanyak:

2, gumt?lrﬂtahuan Pemilihan Kepala Desa ......o.ooooee telah disampaikan
kepada penduduk yang mempunyai hak pilih sebanyak: [« 1reneerss | OTERE.

3. Sisi Surat Pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa ... sebanyalk
{ serieeees ) OPADE,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITLA PEMILIHAN

SR L -1, V.| | AR

o e e T e e e e S T e e e e et e b
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SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUR MEMBERIKAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA i
KECAMATAN. ...ococvmaaaiin

KABUPATEN INDRAGIR] HULU TAHUN ....cccominmiviannnm

Hepada 3 ‘
Nama

Jenis Kelamin I o ppose R R ‘
Alamat ¢ IRABRATE coisirciismsidenns 401 TR .| [ERpy o

Untuk memberikan suara pada; |

Hari/tanggal i e s

Waktu i WIB 8/l WIB
Tempat b b PR R R A s s ayers
Wilayah e e R L AR T
Rerhatian: Dikeluarkan pada tanggal ... |
Undangan harus dibawa pada saat Panitia Pemilihan Kepala DeSa ...ooovnimeeen .
pemungutan suara untuk ditukarkan Ketua, |

dengan kartu suara.
Pemilih harus datang sendiri dan
tidak baleh mewakilkan. Joisannnan

TANDA TERIMA ‘
Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara
Pada Pemilihan Kepala Desa ..o KECATMAADN oovienen

Kabupaten Tahun ...........
Telah diterima pada tanggal | ..o

Yang Menyerahkan Yang Menerima
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SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

TAMPAK DEPAN

LOGO FEE MDA
i

DESA..

SURAT | SUARA EPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
.. KEC AMATAN. ....ccnes

H.H..BUP.H.TE mDRAEIRI Hl.Tl.rU
B * TS ORI T E T T PR

| PANITIA

FERILHIFIQRERSLA DRSS

EASUTATER BDEAGIE LY

TAMPAK BELAKANG

LDGD PEMDA

SLAT RUARA FERSE AN

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas

. Berat kertas

Ukurankertas

. Ukuran foto

. Ukuran kotak nomor
Ukuran kotak nama
Ukuran foto

. Ukuran kotak nomor
Ukuran kotak nama

R e AR

: HVS

; B0 gram

+ 3 palon ukuran : 19 cm x 23 cm.
‘4 omx6om

r4omxlcm

r4emx 1,5 em.

rdemx bem

fdomx 1 cm

:d4emx1,5cm,
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2. calon Kepala Desa 3 (tiga) orang
TAMPAK DEPAN

| LOGO PEMDA ;

| SURAT SUARA i
pgmmm KEPALA 'nm
DE'E‘-A- -u-dq-----i MTH LT T e
'KABUPATEN INDRA IGIRI HULU
L_'_hE‘TI,'_"E-n‘ B | -

ap

! 3
|
I
]
i
E
:_ ; NAMA
' F
TAMPAK BELAKANG
— — L —
LOGO PEMDA

PEMILIFEAN BEEPALL DESRA

DESA ... it ikt

RBOAMATAN oremieas

EABURATEN INDRAGHN BURAT SLEARM

HLLL PEMILIHAK KEEPALA DERS

DESA VRL T b
HETUA KESA VETAN
KAZNEATER [N pEaliR]
.................... P HRLILLS TAHLUN ...

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a.Jenis kertas - HVE
b. Berat kertas : B0 gram
¢. Ukuran kertas - 3 calon ukuran :19 cm x 23 cm
d. Ukuran foto - 4emxbocm
e. Ukuran kotak nomor 4emx1lom
f. Ukuran kotak nama :4emx 1,5 cm
g Ukuran foto 4 emx 6 cm
h. Ukuran kotak nomor :4cm=x 1 cm
i. Ukuran kotak nama 4 emx 1.5 om.
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4. Calon Kepala Desa 4 (empat] orang
TAMPAK DEPAN

LaGo leEMDa

NAMA

TAMPAK BELAKANG

LOGO PEMDA
SURAT SUARA

PANITIA |

PEMILIHAN KEPALA DESA

BRSA s . | PEMILIHAN KEPALA
| DESA
RECAMATAN canamomraranias
(5] 2% ———— 11
KABUPATEN INDRAGIRL
HULL EECAMATAMN i mrees =

KABUPATEN INCRAGIR
HULU TAHLIM ...

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jeniskertas

b. Beratkerias

c. Ukurankertas

d. Ukuran foto

e. Ukuran kotak nomor
f Ukuran kotak nama
g.- Ukuran loto

h. Ukuran kotak nomor
1. Ukuran kotak nama

: HVS

: B0 gram

- 4 palon ukuran : 23 emx 23 cm
4 emx bem

cdemxlcm

4emx 1,5cm

4 emxbeom

:4demxlcm

4em=x 1,5 0om:
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4. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang
TAMPAK DEPAN
- !
| LOGO PEMDA -
i SURAT SUARA |
; PEMILIHAN KEPALA DESA
[ DEEA."""".H!IMBE&TAH"""““""
E -HULU
. HABHPATEHIHEE&EEH.
—---l—-——-"—h-—- _-_-t rq--r—----—--—--—l-
1 -
TAMPAK BELAKANG

PANITIA

PEMILIHAN KEPALY DESS LOGD PEMDA

.............. |  SURATSUARA

KABUPATEN INDHAGIRIHUL

PEMILIHAN KEPALE DESA

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a, Jenis kertas: HVS

b. Berat kertas

¢, Ukuran kertas

d. Ukuran foto

e. Ukuran kotak nomor
f Ukuran kotak nama
g. Ukuran loto

h. Ukuran kotak nomor

: BO gram

. § palon ukuran : 28 ¢m x 23 cm
4 emxBem

rdemx 1 cm

4 emx l.ocm.

cdemxbem

-4 pmx1lcm

Ukuran kotak nama 4 cmx 1,5 cm.

40




BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PEROLEHAN SUARA CALON :

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILTHAN KEPALA DESA ...ccovosnimnussssnsns
‘ KECAMATAN ..ooorsrens . KABUPATEN INDRAGIRI HULU
| i, ;- T Nama.,
Im'l PEROLEHAN SUARA SAH :.mmn
E AT T M| | | T HT HT!'IH‘?I'HTJ‘ 50
s |17 | T M| T T HTI | HT1 | HT1 50
ST [T | AT | AT | T T || T M H1T | so
4 [ M7 HTE| 1 !_ ' | 13
s | | I | I : !
JUMLAH | 163
Jumilsh disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilin
Il SUARA TIDAK SAH :
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
mmmunnm
KECAMATAN .  KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PRD s NEAMA. .o cors e cannn
Baris PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH |"“:“
Y AT AT ] - [ | 2 |
- - |
3 | | | |
s | | |1 | |
w [ T [ [

JUMLAH




nm--. dEssamEmeEEsEEEEEnE i|||MTAH!1 ----- TR TR FET T TSR e ]
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat: Jl, oococcemmemnieinaaieas Mo, .eaiveies Telp «oveneies. Kode POS...o..s
BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA WILAYAH DUSUN.......coceceee
kami Panitia Pemilihan Kepala Desa  DeBB..cirmcaacimnras- . Kecamatan
.. Kabupaten Indragiri Hulu, telah melaksanakan Penghitungan suara
pada Pemilihan Kepala Desa Wilayah Dusun ... Pelaksanaan

Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan
masyvarakat vang hadir dimulal pada pukul ...... 8/d

Adapun hasil Penghitungsn suara untuk masing-masing Calon

Kepala Desa Dusun ..o adalah sebagai berikut :
- T | AR e dengan nomor urut ......... mempercleh suara ...
. BT eeerieerraeeerean. QETEAN NOMOT UTHE oo memperoleh SUATA ..o

3. Sdrdst......iairne
4. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk

DUSULL -.ovavsssrrers AR OTANE
5. Jumlah suara yang sah sebanyak S iesiesss ISIIDAT
6. Jumlah suara tidak sah sebanyak ik lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.
riaeesenennee OENEAN MOMOT UTUL oines memperoleh suara terbanyak.

Demilcian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

- T

TSTEMPEL

A IR

i
'
[
1
'
e ——— B ——————

Ketua, Sekretaris,

- —— I s e < S T e e e

a2l



Sekretariat 1 Jl covenennse

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
E’I ARG -...E-_.E.- ...............
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

[ . | 1 JR—— -H_LH?..._.:.:.:___.-. Eﬂ.qﬂ |||||||||||||||

EFEEE%&HEEEEEEE#

Dhe=ga
HErarmATAn
| O BAKAL CALON P . USIA NILAI SKOR RANGEKNG | KET
KEPALA DESA PENGALAMAN I_M_n__._.ﬂ.?.hp_.n PEMIMNDIEKAN
BEKERIA
T
——1—
3
— 2 - = —
5 —
& | S | S
— —— e
2 =
Kerangan ©
1. Pengiuman Keos 2. Tingkat Pendidikan
1. Memiliki pengalaman sebagai kepala desa fPenjabat Kepala Desa - SMP/Sederajat = 20

SMA Sederjat = 25

Biploma 1/2/3 dan Sarjana Muda = 30
Diploma TV = 35

Pascasarjana (strata duaftiga) = 40

lebih dari 5 Tahun = skor 50

2. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa alau Penajabat Kepala
Diesa paling sedikit 1 trhun sampai dengan 5 tahun = skor an

3. Memiliki progalaman kerja sebagai PNS atag TNIf Polri/ Tenaga
Harian Lepas = skor 20

4. Tidak memiliki pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan = skor O

e
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m.— ﬂ..F.
1. 20 s/d 50 Tahun = skor 50
2. Usia diatas 50 s/d 64 tahun = skor 7
3. Usia diatas 64 tahun = skor 5

Patritin Pemilihan Kepala Desa
Ch st atore e FBSCRTTUNIBI, ot csmsesnans o Wl iR Tclragii Tl

1. Kt S A P S Pl W LSBT ¢ | [PECTTON e,
2 BRITEIARI =  sniisisreimssmasttasrrapeiiis [l

a4




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa oo
ICCDBMVERRERY - i wrmssisiivs wmine Kabupaten Indragiri Hulu, adalah
sebagai berikut :

Nomor Urut

Nama

Tempat / Tangga! Lahir
Jenis Kelamin

Pendidikan

Agama

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........coovviiiiiiniiionn
pada tangEal ..oy
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA............
KECAMATAN .....oiiuniiiitiiorisis
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Ketua
TEMBUSAN :

¥Yth. 1. Bupati Indragiri Hulu di chgﬂr

2. Camat

3. Panitia Pemilihan Kepala Desa'
4. Calon Kepala Desa terpilih.

|
|
| I'q.r:l |._ Irnr'h_ ‘|| L I' I‘ Ii':-'.- : .l
| |
|
|
|
|

|30 [ _l

Y| —
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